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Latar Belakang

Sejak tahun 1983ndonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut
Internasional (UNCLOS 1982elaluiUndangundang Nomor17 Tahun 1985
tentang Pengeahan United Nations Conventioron the Law of the Sea
(Konvensi Perserikatan Bangddangsatentang Hukum Lautl982. Dengan
ratifikasi tersebut, Indoneskarusmenindaklanjuti berbagdiak dan kewajiban
yang berasaldari UNCLOS karenandonesia termasukiegara pihak dari
Konvensi Hukum Lautnternasionaltersebut Dengan demikian, kedaulatan
dan hak berdaulat serta yurisdiksi Republik Indonesia atas ruang perairan serta
segala kekayaan alam yang terdapat di permukaan laut dan udtaargiadi
dalam kolom air serta di dasar laut dan tadabawahnyatelah diakui oleh
Hukum Internasional. Oleh karena itu terbuka peluang sélaasya untuk

dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Tindakan hukum dalam bentuk fétasi Konvensi PBB tentang Hukum
Laut tahun 1982 ternyata belum didukung dengan upsgearasignifikan di
bidang lainiya, untuk melindungiperairannasional beserta potensi kekayaan
alamnya yang sangat besar. Dalam hal ini masih diperlukan pengembangan
hukum nasional guna mendukung eksisteRepublik Indonesia diaut,
khususnya diLandas Kontinen Pengembangan hukum nasiodgberlukan
agar hukum nasional diLandas Kontinen Indonesia sesuai dengan
perkenbangan hukum laut internasiorsartaperkembanga ilmu pengetahuan
dan teknologi.Setelah lebih dari dua dasawarsa UNCLOS32 diratifikasi,
ternydga masih banyak ketentuamikum nasionalyang belum disesuaikan
denganUNCLOS 1982atau dibuat tinddi&njutnya dalambentuk peraturan
perundangundangannasional Salah satunya adalalpengaturansetingkat

undangundangmengenalandas Kontinerindonesia



Walaupun demikian, sepanjang menyangkut-inakberdaulat Republik
Indonesia atas sumbsumber kekayaan alardi dasar lautdan tanahdi
bawahnyakhuswsnya minyak dan gas buniindangundanglLandas Kontinen
Nomor 1 Tahun 1973elah dikuatkan dengaditerbitkan Undangundang
Nomor 5 Tahun 1983 tesmtig Zona Ekonomi Eksklusilhdonesia. Sesuai
dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 198@dangundangZEE Indonesia
telah menetapkan hdlak berdaulat Republik Indonesia atas surrdember
kekayaan alam hayati dan nbayati sampai sejauh 200 mil diukur dari garis
pangkal Kepulauan IndonesiBengan demikiapemanfaatan segala kekayaan
alam yang terkandung diasar laut dan tanah dibawahnya secara yuridis telah
mempunyai landasan hukum pada duadangundang sekaligus, yaitu:
Undangundang Landas Kontinen dan UWhdangundang Zona Ekonomi
Eksklusif.

PengaturarLandas Kontinenndonesia sbagaimana yandiatur dalam
UndangundangNomor 1 Tahun 1973udah cukup lam&urang lebih telah
berusia hampir empat dasawarBasar hukum penyusunddndangundang
Nomor 1 Tahun 1973 masih menggunakan ketentuan Konvensi Jenewa Tahun
1958, sehinggaesara gbstansal ketentuan dlam UndangundangNomor 1
Tahun 1973 sudah tidak sesuai lagi dengan pdsgagan Hukum Laut
InternasionalDengan demikiansudahsdayaknyabahwa ketentuaketentuan
yang sudah tidak relevan untdiakukan perubahan atdaahkanpenggantian
sesuai dengan ketentuan UNCLOS 198&h karena itu penggantiamdang
undangNomor 1 Tahun 1973 tentarigandas Kontinersudah cukup mendesak.
Hal itu diperkuat pula dengan teldikeluarkamya Izin Prakarsa dari Fsielen
untuk kepentinganproses pengagn Rancangan Undargndang RUU)
Landas Kontinenindonesiauntuk dmasukkan kedalaniProgram Legislasi

Nasional ProlegnagsPrioritas Tahun 2013

Pada aat ini Izin Prakarsadari Presidentelah diperoleh dan dapat
diajukan sebagaProlegnasTahunan, apaka memenuhi persyaratan teknis
yaitu ada Naskah Akademik ddelah disiapkarDraft RUU-nya sertatelah
melalui rapat antar kementerian dan telah seldg@mrmonisasian dengan
undangundang terkait Pemikiran mengenai pentingm perubahan atau

penggantian undangundang mengenai Landas Kontinen sudah sangat
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dibutuhkan terutama karena adanya perkembangdetentuan normative
mengenapenentuan batdsandas KontinerdalamHukum Laut Internasional.
Untuk itu diperlukan justifikasiilmiah yang kuat untuk menygang berbagai
pemikiran kearah perubahan dan atau penggantiisebti dalam bentuk
sebuah MskahAkademik

Sementara ituNCLOS 1982telahmenetapkan bedgai kriteriauntuk
menentukan batas terlualandas Kontinenyang dpat diklaim oleh negara
pantai. Berdasarkan ketentuan Pasal UBCLOS 1982 setiap negara pantai
dapat memilih alteratif yang paling menguntungkanapakah akan
menggunakan Kriteridorisontal atau kriteria jarak dar garis pangkallaut
wilayalt atau akan menggunakéadriteria vertikal yang mendasarkan pada
kedalaman laut; ataakan menggunakan kriterkeetebalan sedimen dasar laut
sebagai bukti adanykelanjutanalamiah @ri daratan igatural prolongatior.
Apapun kriteria yang dipilih, negara pantai tidak diperbolehkan untuk
mengklaimLandas Kontineriebih dari 350 mil lautdiukur dari garis pangkal
yang digunakan untuk mengukur lebar laut wilayga. Ketentuan ini dapat
digunakan untuk membuka peluang bagi setiap negara pantai, termasuk

Indonesia, untuk menetapkkebarLandas Kontinetebih dari 200 mil laut.

Peluang untuk penetapamandas Kontinerebih dari 200 mil laut akan
sangat terbuka apabila Indonesia mampu mengajukan argumen yang didasari
oleh bukttbukti ilmiah yang tidak disanggah oleh negara.l&@elain dari itu,
Pemerintaindonesiaharusdapat meyakinkan Sekretailenderal PBBhahwa
Indonesia lmang berpeluang untuk mengajukasulan (submissioh atas
Landas Kontinerebih dari 200 millaut Oleh karena itu perubahan terhadap
Undangundang Nomor 1 Tahun 1973 tentanigandas Kontinen Indonesia
hanya dapat dilakukan apabilautifang oleh bkti-bukti ilmiah yang diperoleh
para akhli Indinesianelalui penelitiarilmiah kelautan.Dalam kaitan inihasil
penelitianilmiah kelautan disebelah barat Propinsi Aceh mengindikasikan
bahwa Indonesia dapat memperludsndas Kontinenya, khususnyadi
Samudera Hindigsebelah barat Sumatera, selatan Jawa dan Nusa Tenggara)
Selanjutnya penelitian serupa perlu diarahkarsamudera Pasifikhususnya

di sebelah Utara Papua



Mensikapi adanygpotensi untuk terjaditumpang tindih kepentingan
dalam rangkapemanfaan dasar laut dLandas Kontinenindonesia untuk
berbagai kegiatansehinggaperlu mendapat perhatian dalaperumusan
pengaturannya. Kegiatgpemasangan pipa/kabel bawah l|adrtainstalasi
lepas pantadan bangunan lainnyaakan mererlukan pengaturarkegiatan di
Landas Kontinensecara komprehensiDengan adanya gmgaturansecara
lintassektor diharapkan dapat mewadahi berbagai kepentingkatam
pelaksanaan kegiatan diandas Kontine secaraharmonis antar berbagai
instansi. Berbagai uraian tersebut di atas menunjukkan péilakukan
perubahan/penggantiaerhadapJndangundangNomor 1 Tahun 1973 tentang
Landas Kontinendonesia yangadasaat inimasihberlaku

Upaya penggantiaundangundang Landas Kontinenperlu ditunjang
dengan Naskah Akademik. Rnyusunan Naskah Akademik tentang
Perubahari?enggantian ddangundangNomor 1 Tahun 1973elah dilakukan
padaTahunAnggaran2011. Sementara itukarenabanyaknyamateri muatan
yang pelu dimasukkanke dalam Naskah Akademik sertaberkaitan pula
dengan diundangkan Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentuin Peraturan Pendangundanganyang mencantumkan ststatika
Naskah Akademik dalam Lampiran, Imakapenyusunan NaskahAkademik
RUU Landas Kontinerndonesigperludilanjutkan pad&@ahunAnggaran2012.

Dalam kaitan ini, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
Kemerterian Hkum dan Hak Asasi ManusiéKemenkumham)sebagaiUnit
Utamayang mempunyai tugasmtuk mdakukanPenyusunamaskahAkademik
RancangarndangUndangyang berasal darnisiatif Pemerintah, khususnya
dari Kemerterian Hikum dan Hak Asasi Manusiamemandang perlu
membentukTim Kerja PenyusunanNaskah Akademik (lanjutar) mengenai
RUU Landas Kontinen Indonesia Hasil kerja tim ini merupkan
penyempurnaandari hasil Tim Kerja Penyusunan &kkah Akademik

RancangatyndangUndangLandas Kontinedndonesia &hun 2011.



Identifikasi Permasalahan

Adapun identifikasi permasalah yang menjadi fokus kedgan Tim

Kerja Tahun Anggarar2012 ini meliputi delapanbidang bahasansebagai
berikut:

1.

Apasajakahkewenangamegarapantai atas Landas Kontinenmenurut
UNCLOS 1982?

Apasajakahpermasalahan yang dihadapi daleksplorasi dan eksploitasi
sumbersumber kekayaan aladh Landas Kontinehndonesia?

Bukti-bukti ilmiah apasajakah yang seharusnya disiapkan untuk
mendukung argumen Republik Indonesia dalam pengajuan usulan
pengakuan atakandas KontinerEkstensi(Extended Continental Shglf
lebih dari 200 mil laut?

Apa landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yamgrdasarijustifikasi
perlunya dilakukan perubahan/penggantidndangundang Nomor 1
Tahun 1973 tentanigandas Kontinerindonesi&

Ketentuan manasajakatialam UndangundangNomor 1 Tahun 1973
yang perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan tehtardps
KontinenmenurutUNCLOS 1982

Bagaimankah dampak perubahan/penggantiandéhgundangLandas
Kontinenterhadap ktentuarhukumnasionakerkait?
BagaimanakahgngaturarLandas Kontinemi negaranegardain ?
Apasajakarsasaran, aramdan jangkauan sertaang lingkuppengaturan

sebagai materi muatan d&UU Landas Kontinerindonesia?

Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penyempurna&taskahAkademikini adalah :

1.

Menguiaikan kewenangan negara panédids Landas Kontinensesuai
dengan ketentuddNCLOS 1982

Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi
pemanfaatan sumber dayad.dindas Kontinemndonesia,

Menguraikan dan mempresentasikdnukti-bukti ilmiah yang seharusnya

disiapkan untuk mendukung argumen Republik Indonesia dalam



pengajuan usulan pengakuan dtamdas Kontinerindonesia lebih dari
200 mil diukur dari garis pangkal kepulauan

4. Menguraikan landasan filosofis, sosiologis damidis yang mejadi
dasar justifikasi perlunya dilakukan perubahan/penggantidndang
undangNomor 1 Taha 1973 tentangandas Kontinemndonesia

5. Merumuskan ketentuadalam UndangundangNomor 1 Tahun 1973
yang perlu dirubah dan disesuaikan dengatentua tentangLandas
KontinenmenurutUNCLOS 1982.

6. Merumuskan dampak perubahan/penggantiamadgundang Landas
Kontinen terhadapaspek sosial kemasyarakatan datentuanhukum
nasionakerkait?

7.  Menggambarkapraktekpengaturanandas Kontinemli berbagai negara
lain melalui studipetbandingn

8. Merumuskansasaran, aram dan jangkauan sertaiang lingkup materi

muatan RUUWLandas Kontinerindonesia.

Tim Kerja mengharapkan bahwa Naskah Akademik ini dagaindian
sebagai bahan acuan dalggengambilan kebijakapengaturanpemanfaatan
Landas Kontinehndonesiasecara lintas &or. Harapan lainnya adalah bahwa
penyusunarDraft Awal RancangarndangUndangtentangLandas Kontinen
Indonesia (sebagai Lampiradari Laporan ini dgpat mendukung proses
harmonisasisistem hukum nasionaerta dapat pula memenuhisalah satu
persyaratan dalam pengajuanoRtas Tahwan ProgramLegislasi Nasional

(Prolegnaspada tahun mendatang.

Pendekatan danMetode

Pendekatanyang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini
adalah pendekatanyuridis normatif dengan metode deskriptif analisis.
Pendekatan dan metode dalam penyususnan naskah ini diarahkan untuk
mencermati danmengevaluasi ketentudetentuan dalam hbangundang
Nomor 1 Tahun 1973 untukkemudiandisesuaikan dengaketentuanhukum
laut internasional khususnya UNCL(A382. Metode deskriptif analisis yang
digunakan dalanPenyusunarNaskah Akademik ini juga ditunjang dengan

berbagai hasilstudi lapangan dan studempirik mengenai pelaksanaan
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ketentuanpemanfaatan potendiandas Kontinenyang telah dilakukan oleh
beberapanegaralain. PenyempurnaamNaskah Akademik RUU Perubahan/
PenggantiarUndangundangNomor 1 Tahun 1973ni didasarkan paddaskah
Akademik RUU tentand-andasKontinen Indonesiayang telah diusunoleh

Tim Kerjapada tahusebelumnya.

Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan penyempurnaan naskah akademik téatsohas
Kontinen ini dilakukan selama sembilan (9) bulaterhitung dari tanggal 1
Februari 201ingga 31 Oktober 2012.

Out put

Output dari kegiatan ini adalah tersusya naskah akademik yang lebih
lengkap mengenai pengaturpamanfaatahandas Kontinerindonesiasesuai

dengan Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982

Keanggotaan Tim

Keanggotaadim KerjaPenyusunarNaskahAkademik RUUPerubahan/
Penggantiarundangundang Nomor 1 Tahun 1973 tentanigandas Kontinen
Indonesia adalabebagaberikut

Ketua :  Suparman ADiraputra, SH.,LL .M. (Fak. Hukum UNPAD)
Sekretaris :  Edi SupraptoS.H.,M.H. (BPHN)
Anggota : 1. Dr.Melda Kamil Ariadng SH.,LL.M. (Fakultas Hukum

Universitasindonesia

KolonelLaut (KH) Dwi SantosgDishidrosTNI AL)
RatihDestarina, ST(BIG)

Cahyono, $1.,M.H. (Ditjen AHU, Kemenkumham
Febri Sugnarto, SH. (BPHN)

Danang Risdiarto, SEBPHN)

Masnur Tiurmaida Malau,.8.,M.H. (BPHN)

Edi, SH. (BPHN)

Charmen Hilman, $i. (BPHN)

Asisten
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BAB Il
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS
EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI LANDAS KONTINEN

Tinjauan Umum

Landas Kontineradalah suatu fenomena alam dasar laut dan tanah di
bawahnya yang keberadaannya merupakan hasil dari proses alamiah selama
jutaan tahundan tunduk padakaidahlkaidah hukum alam. Kepentingan
Landas Kontinerbagi kehidupan manusia adalah karena dasar laut dan tanah
dibawahnya diketahui mengandung mineral dan bahan tambangsgaggt
bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan swninder kekayaan
alam diLandas Kontinememerlukarbantuanilmu pengetaban dan teknologi
mutakhir yang pada umumnya dimiliki oleh negaragara maju. Kondisi
demikian pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakadilatarannegara
negara maju di satu pihak dan negaegara sedang berkembang di pihak lain.
Sementara itu, Huko Laut Internasional menetapkan bahwa negargara
pantai dapt memiliki hakhak berdaulat untuk melakukaeksplorasi dan
eksploiasiLandas Kontinensampai sejauh 200 mil laut dihitung dari garis
pangkal darimara lebar laut wilayahya diukur. Dasar lautdiluar 200 mil
disebut sebagai dasar laut samudtakam (eep ocean flodryang tunduk pada
rezim hukum laut lepas Untuk mencegah timbulnya ketidakadilan dalam
pemanfaatamya, Majelis Umum Perserikatan BangBangsa menetapkan
statushukum dasar laut ssuderadalamsebagai warisan seluruh umat manusia
(common heritage ofmankind. Oleh karena itu sebagian dari hasil
pemanfaatariandas Kontinendiluar 200 mil laut harus diserahkan kepada
International SeaBed Authority(ISBA) sebagai lembaga internasibnang
dibentuk khusus untuk keperlugersebut dan untuknelindungi kepentingan

seluruh umat manusia.

Apabila dilihat dari aspekeori hukum, hakhak berdaulat gouvereign
rights) atas kekayaan alam dasar laut dan tanah dibawaheyapakarhak
yang besifat sui generisartinya bukan merupakaterivatedari rejim hukum

laut lepas dan bukan pula merupaki@nivatedari rezim hukunyang mengatur

8



laut wilayah. Di dalam Hahak berdaulattersebutterkandung kewenangan
negara pantahanyauntuk memanfaatkan isinysaja(yaitu sumbetkekayaan
alamnya, baik hayati maupun nbayati) Sedangkan ruamya, berupa kolom
air dan permukaataut, diluar 12 mil laut wilayaltetap tunduk kepada rezim
hukum laut lepas, dimana semua magaerhak untuknenikmati kebebasadh
laut lepas ffeedom of the high seasKebebasan di laut lepas ini meliputi:
kebebasan berlayar, menangkap jka@masangan pipdan kabel bawah laut,
sertapenerbangan di atgermukaanaut lepas.

Hak-hak berdaulat negara pamtatas kekayaanah dasar lausampai
sejauh 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilaygd diperoleh secara
otomatis pada saat berlakunya Konvensi Hukum Laut Internasional, yaitu pada
tanggal 16 November 1994. Sedangkan-lelk berdaulat negara ganatas
Landas Kontinerdi luar 200mil dapat diberikan oleh Hukum Internasignal
hanya dan semataata apabila negara pantai yang bersangkutan dapat
menunjukkan buktbukti ilmiah sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 76
UNCLOS 1982. Oleh karena itu keampuanindonesiauntuk menunjukkan
bukti-bukti ilmiah tentang adanybandas Kontinerdi lepas pantaBamudera
Hindia danSamudera Pasifik merupakan syarat mutlak untuk dapat meluaskan
hak berdaulatridonesia atakandas Kontinenebih dari 200 mil laytterutama
di lepas pantai barat Pulau SumatesebelahselatanPulau Jawadan Nusa

Tenggara, sertdi sebelah utarBulauPapua.

Dari uraian di atas kiranya dapat dipahabahwa perkembangan
pengaturan HukumlLaut Internasional, khususnya mengenai rejimmkum
landas kotinen, sangat bertumpu pada adanya -bukti ilmiah yang
melandasiya. Oleh karena itprospek prluasanLandas Kontinerebih dari
200 mil laut yang akan menjadi materi muatan RancangadangUndang
Perubahan/Penggantian Undamglang Mmor 1 Tahun 1973 sangat
tergantung pada adanya pengakuan d@iie Commeettee on the Limits of
Continental ShelfCLCS) Dalam hal inilndoresia harus mampu meyakinkan
CLCS bahwa Landas Kontinenndonesia paddagianbagianlaut tertentudi
sekeliling kulauannya memang secara faktual telah memenuhi persyaratan
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 76 UNCLOS 1982. Atas dasdrubkti
ilmiah itulah hak-hak berdaulatatasLandas Kontinerdapatdiberikankepada
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Indonesialebih dari 200 mil lautWalaupundemikian batas terluatandas
Kontinentidak diperkenankan untukmelampaui batas maksimuyang telah

ditetapkan, yait850 millaut diukur dari garis pangkalgpulauarindonesia

1. Landasan limiah

Rancangan undangundang mengenai Landas Kontinen
memerlukan adanyaukunganbukti-bukti ilmiah yang kuat. Rancangan
ini tidak akan bermakna ddrahkantidak akandapat diimplementasikan
apabilatidak mendapat dukungan berupasithasil penelitian ilmiah
kelautanyang mutakhir Pengajuarbukti-bukti ilmiah sebagai landasan
bagi perolehan halsgbmision) menunpkkan bahwanegaragpantaiyang
bersangkutan dapat dianggaplayak (eligible) untuk memperoleh
pengakuarnternasional ataBak-hak berdaulatnya dLandas Kontinen
Dalam kaitan ini pnelitian ilmiah kelautan menjadi semakin penting
untuk senantisa dilakukan olelsetiap negara pantaikhususnya yang
potensial untuk meluaskan yurisdiksinya lebih dari 200 mil . laut
Penelitian ilmiahterutamadalam kaitannya dengan perumusghefinisi
yuridis memenai Landas Kontinen dalam implementasinya akan
berdampk pada penentuan batas terlllandas Kontinenya Penentuan
batas terluar Landas Kontinen tidak hanya berkaitan deag
meningkatnya kemampuan tekrmpkmanfaatan sumbsumber kekayaan
alamnya, tetai juga penting dalam rangka legitimasi hak negara pantai
atas kekayaan alam dasar laut dan tanabadiahnya. Sementara itu
bukti-bukti ilmiah tentang kondisgeologi dasar laut masih merupakan
barang langka karena biaya ganmahal untuk mendapatkannya
disamping langkanya kehan dan canggihnya teknologi untuk
memperolehya. Bukti-bukti ilmiahini pada gilirannya sangat diperlukan
untuk memenuhipersyaratan dalandefinisi Landas Kontinensecara
normatifsebagaimana ditentukan di dalam Pasal 76 UNCLOS. 1982

Secara empirik,sejak tahun 1918 para ahli perminyaksudah
mulai melakukanpraktek eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di
perairan dekat pantai, khususnya di Telukk®ko, di luar batas 3 mii

laut wilayah. Pada waktu itu kegiatan eksplorasi masih didasarkan pada
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prinsip-prinsip kebebasadi laut lepas. Pada awal dekade 19#1) status
hukum Landas Kontinenmulai dipermasalahkan, antara lain, karena
batasbatasnya harus ditetapka dengan carapenunjukkan titiktitik
koordinahya. Oleh karena itu hasil daikegiatan eksplorasi dan
ekspbitasi di Teluk Paria(artara Venezuela dan Trinidakkemudian
dirumuskan menjadiorma hukum melalusuatu persetujuan perbatasan
Landas Kontinenantara Inggris(yang pada waktu itu menguasai
Trinidad), dengan Venezuela pada tahun 198&lanjutnya, ada bulan
September 1945, untupertama kalinya Presiden Har$. Truman
mengklaim yurisdiksi Amerika Serikat atas seluruh kekayaan alam di
Landas Kontiner{continenal shel) Amerika SerikatPengertiarLandas
Kontinen pada waktu itu masih diartikagebagai dasar laut sampai
kedalamarkira-kira 200 meter. Setelah itu, bermunculdaim berbagai
negara pantai yang pada dasarnya mengiklaim model Amerika

Serikat tesebut

Secara normatif asalahLandas Kontinenmulai dibahasdalam
KonferensiHukum Laut PBB Brtama pad@éaahun 195&8i Jenewayang
menghasilkan Konvensi PBangpertama mengengiengaturarLandas
Kontinen Konvensi PBB 1958 tentangandas Kontinermemberikan
hakhak berdaulat dan wewenang kepada negara pantai untuk menguasai
kekayaan alam diLandas Kontinenbaik di permukaan dasar lautnya
maupunyang terkandungli dalamtanah dibawahnya sampai kedalaman
laut 200 mete atau sampai kedalaman tertentlimana masih
memungkinkan eksploitasi kekayaan alamnyldamun demikian,
menjelang pertengahan dasawarsa 0186, definisi tersebut ternyata
dengan cepat menjadi usang, terudakarena tidak jelasnya pengertian
kedalaman laut yang masih memungkinkan ek&si kekayaan
alamnya. Menjelang tahun 1965, terutama karena kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknolpgeperti dibuktikan oleh ekspedisi Glomar
Challenger, ternyata eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alaandas
Kontinen telah dapat dilakukan sampaiellalaman laut mencapai
beberapa ribu meter. Apalagi menjelang akhir dekade-a868emakin

banyak diketahubahwadasar laut samudetardalam(deep ocean flogr

11



banyak di tnsabganese naodles hy afin g kaya denga

kobalt, tembaga, mangaan, emas, dankina@a50 bahan mineral lainnya.

Seiring dengan tidak jelasnya batas terluandas Kontineryang
dapat diklaim olehsuatu negargantai, maka menjadi tidak jelas pula
siapa yang berhak atdsskayaan alam di dasar laut lepessebut,
terutamamanganese noduleblegaranegara industri maju pada mulanya
berpendapat bahwa siapapun atau negara manapun yang mempunyai ilmu
pengetahuan dan teknologi dapat memanfaatkannyaisksgan prinsip
kebelasan di lautdpas freedom of the high seasHal ini mendapat
tantangan dari negarsegara sedang berkembaui@n degancepatpula
mendapat perhatiadari Majelis Umum PBB yang kemudian segera
menetapkan statuekayaan alam di &r batas jurisdiksi namal sebagai
ficommon heritage of mankiaddOleh karena itu harus diurus oleh suatu
badan internasional untuk kepentingan seluruh umat manusia. PBB
kemudian segera membentuk suatu Panitia untuk mempersiapkan
Konferensi Hukum Lat PBB Ketiga antara lainuntuk membahas
masalah batas terluar yurisdiksi nasional atzandas Kontinen
Sebelumnya,Konferensi Hikum Laut PBB Kedua pada tahun 1960
berupayauntuk membahas masalah batas terlaat wilayah ¢erritorial
sea), namunupayaitupun tidak berhasil.

Penelitian ilmiah kelautan seringkali dilakukan oleh negargara
maju. Sebaliknya negaraegara sedang berkembang cenderung
mengalami kesulitan dalam merumuskan pilihan terbaik untuk
merumuskan hak dan berbagai kepentingannya yang sah secara maksimal
temasuk diLandas Kontinenya. Adanya buktbukti ilmiah tentang
kondisi dasar laut dapat pula digunakan untuk melakukan peninjauan
kembali ¢eview) terhadap ketentuan normatif yang berlakAdapun
batas terlualLandas Kontineryang berlaku pada saat ipada umumnya
dipahami sebagahasil kompromi, baik karena langkanya data ilmiah
ataupun karena terbatasnya kemampuan teknpboda waktu itu Hasil
penelitianilmiah kelautanjuga dapat dijadikan sebagai landasan dalam
perumusan ketentuanormatif dalam pemanfaatannya agar lebih adil

diantara negaraegara pantai, terutama yang memilisindas Kontinen
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yang luas dan kekayaan alam yang potensial untuk peningkatan

kesejahteraan bangsa

Di dalam lingkup internasional, semakin banyak negagara
besar yangnempunyaiLandas Kontineryang luas menuntut agar batas
terluar Landas Kontinenditetapkan seluas mungkiratau sekurang
kurangnya seleds 200 mil laut, atau sama dgan lebar Zona Ekonomi
Eksklusf. Pengakuan demikian diajukan oleh, antara lain: Amerika
Serikat, Kanada, Rusia, Inggris, Irlandia, Australia, Selandia Baru,
Norwegia, dan laiain. Sedangkan Indonesia, walaupun dasar lautnya di
Sahul Platedan Asia Tenggara telah tercakup oleh definisi Perairan
Nusantara dan Zona Ekonomi Eksklusif, mendgkpandangan negara
negara yang meltpim Landas Kontineryang luas. Hal ini disebabkan
karena Indonesia masih mungkin untakngklaimmya hinggadi luar 200
mil laut, seperti di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dalam
hubungan ini, perlu dicatat bahwelah berkembang pula pengertian yang
ber beda ComtmenmlrSzelf dial am pengerti an geo
di kenal sebagai 0 pCGomtiaenta rghelf bdalamu a o (o

pengertian yuridiso ydandaslkkoatmadi an di

Continental Sheldalam pengertian geologis adalah daerah dasar
laut mul ai dar i pant ai yang merupaka
meluas hingga kemudian dataran tersebut berubah secara drastis menjadi
| ebi h Datasam teraebud pada umumnya terletak pada kedalam
laut antara 135 meter sampai dengan 200 m&ter. | Coatinentdl
Seld dal am pengerti an goodiheotasiogd ,t er s etk
yaitu ketika kontur dasar laut menjada g ak | e b i kemudianur a mo ,
ficontinental risé |, yaitu ketlauktarselmutakennbalinebild a s a
mendatar, sampai pised at e@res d keastamahe ragid ra
crusb yang merupakan dasar | aut samude
kelanjutan alamiah dari daratabari segi hukum légal continental
shel) , kcontiniental filsloped dised dapat di anggap
bagi anmconthanta shed yang ber adlak mkidaulata wa h |
negara pantai, yaitu cprdimegal maegmi, ng di
sel asioped fdased it er sebut mas i &an alaneahu p a k ar
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(natural prolongation dar i wi |l ayah dacontinerdah ny a . |
margino i nil ah yang kini harus ditetapk

ketentuarketentuaryang termuatlalam Pasal 76 UNCLOS 1982.

Konvensi Hukum Laut PBB 1982 akhirny@enetapkan dalam
Pasal 76 bahwa negara pantai mempunyaih@ékberdaulatsouvereign
rights) atas kekayaan alam Handas Kontinemdalam pengertian yuridis.
Dalam pengertian yuridid,andas Kontiner{continental she}fdiartikan
sebagai daerah dasar lalgn tanahdi bawahnya dan di luar batas laut
wilayah (bukan dari pantai) sampai mencakup seluruh kelanjutan alamiah
dari wilayah daratan negapantaiyang bersangkutan sampai ke pinggir
t e r | cortinentahh margio , t ersiopes uld aiggd A( kri ter.
geologisgeomorphologis); atau sampai 200 mil laut dari ggaigs
pangkal dari mana lebar lauilayah diukur, élam hal pinggiran terluar
d a rcontinéntal margio t er sebut tidak mel-ebi hi
gari s pangkal ( distamc®d> @ r. | Meimjga roadad atd u
edge of the continental margitersebut masih belum jelas, walaupun
dalam definisi i tu u meamtmgnt@al she@®,r cak up
Acont i nendadilc onlt & ;e dalanakonsepigenlegis, maka
Konvensi 1982juga membatasi batas terluaandas Kontinersampai
350 mil lautdiukur dari garisgaris pangkall{aseline¥ atau sampai 100

mil laut di luar batas kedalaman laut 2500 meter.

Dengan demikian dapat dijelaskan secara tegas bahwa yang
dimaksud dengarLandas Kontinendalam Pasal 76 UNCL® 1982
adalah sebagai berikut:

1. Batas terluat.andas Kontinersuatu negara pantadalah :(a)
men@kup daerah dasar laut di [uzaut Wilayah termasuk seluruh
kepanjangan alamiah wilayah daratannya sampai ke bataarterl
ficontinental margio , a ) aejpuh @0 mil lat dari garis
pangkal darimana lautilayah diukur, dalam hal batas terluar dari
ficontinentalmargid t er sebut tidak mencapai
2. Continental marginime nc ak b pl fio, dansil Dpe 0O,

tapitidak termasukleep ocean floodengaroceanic ridgesiya.
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3.

Negara pantai dapat menetapkan sendiri batas terluar

ficontinental margio ny a d i l uar 200 mi l

dengan syarat sebagai berikut:

a.

Menarik garis lurus yang tidak melebihi 60 mil laut
yang menghubungkan titilitik tertentu dengan ketebalan

sedimentary rockpaling kurang 1% darketebalan sedimen

padaj ar ak terdekat ant tootafthei t i

continental slope . Ha | biarhiWwabofitheastopei
harus diidentifikasi dan ditetapkan terlebih dahulu, kemudian
ketebalansedimentary rocksli luar slopejuga harus diukur;
atau

Menarik daris lurus yang menghubungkan titikk

| au't

kK 1

yangletaknyat i dak | ebi h da foot of@he@ mi |

slope . Dal am hal i ni, ma-k a

j ug.

titik dfootsfehke glop ht éir s ebu-titik yai t u

yang me n umaxinuki lcteamge ifi the gradient at its
base .

Kedua garis lurus tersebut diatas tidak boleh melebihi
350 mil laut dari garis pangkal atau tidak boleh melebihi 100
mil laut dari titik-titik kedalaman laut 2500 met@sobaths
2500 metex. Dalam hal iniperlu diidentifikasi darditetapkan
terlebih dahul garisgaris yang menghubungkan tiitik
kedalaman laut 2500 meteis¢baths 2500 metgrtersebut.
Dengan demikian, apabilagaris yang menunjukkan
kedalaman laut 2500 meterletakjauh ke tengah laut, maka
masih ada kemungkinan batas terlu@ntinental margin

tersebut dapat mel ebi hisub350

mi

marine ridge8 (dengan catatan batas |

melebihi 350 mil laut dari gargaris pangkal).
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Gambarl.Profil Landas Kontinen
Sumber: TALOS 1982 dan | Made Andi Arsastlamarsana_fullpaper_final.pdf

Petunjuk teknis dan ilmiah penentuan batas terluar LKE ini
ditetapkan secara resmi olelthe Commission on the Limits of the
Continental Shel{CLCS) dalamScientific and Technical Guidelines of
the Commission on the Limits of the Continental S{@IICS, 1999).
Untuk kepentingan teknis, prosedur penentuan LKE ini juga dijabarkan
dalamManual on the Technical Aspects of the EdiNations Convention
on the Law of the Se@rALOS-International Hydrographic Buregu
2006).

Dengan menerapkan dua kriteria formula dan dua syarat pembatas
tersebut diatas, batas terluaandas Kontinerdapat ditentukan seperti
diilustrasikan dalam perspifkdua dimensi seperti tampak pada Gambar
2. Gambar 2 menunjukkan bahwa dua gsasg dibuat berdasarkan
kriteria ketebalan batuan endapan 1% dan 60 mil fdati of the slope
(FOS) untuk membentuk batas terldaandas Kontinen Batas terluar
dapat meanpakan kombinasi kedua garis tersebut dan hasilnya adalah
yang paling menguntungkan negara partéskipun demikian, negara
pantai harus juga mempertimbangkan syarat pembatas seperti yang

dijelaskan sebelumnya. Batas terluaandas Kontinenfinal akhirnya
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merupakan garis yang dibentuk oleh dua kriteria (Gardiner Line dan
Hedberg Line) dan tidak boleh melampaui garis 350 mil dari garis

pangkal atau tidak melewati garis kedalaman 2500 meter isobath + 100
mil, sédbagaimana tampak pada Gambar 2 berikut

LEGEND
Outer limit of Continental Shelf *———x
7 8
5 6 * . 9
* */ \* 10
350 M / \.
4
-
[ <
e 60 M
- 2 / \q
2500 m + 100 M % i

200 M -
FOS +60 M

FOS

2500 m--"
200 m
%e\'\nes

%’b

Land

Gambar 2. Penentuan Batas Terluar Landas Kontinen

Landas Kontinen Indonesia

Untuk menentkian keberadaanLandas Kontinendi sekelilirg
Kepulauan Indonesia seharusmgengikuti formula dan syarat pembatas
yangtelah ditentukan dalam Pasal 76 UNCLOS 188Bagaimana telah
diuraikan di atas. Walaupun demikian, oleh karena ketentuan yang
termuat didalam Pasal 76 UNCLOS 1982 masih merupakan kriteria yang
bersifat umum dan merupakan hasil komprgmmaka perlu pula
diakomodasikampadakeadankeadaan khusus yang mungkiitemukan
dalam kenyataardi lapangan Adapun permasalahan yang dihadapi
Republik Indonesia dalam upaya untuk menentukan keberdgaatas
Kontinen di luar 200 mil laut meliputi ketersediaan data, teknis
penentuan batas terluar, dan mekanisotemissiordanpublikasiLandas

KontinenIndonesia
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a. Ketersediaan Data

Dalam menentukan batas terluaandas Kontinerindonesia

diperlukan data penunjang, antara lain

1),

2).

3).

Koordinat Tiitk Dasar

Data koordinat Titik Dasar yang tertuang dalam
PeraturanPemerintanNomor 38 Tahun 2003ang diubah
dengan Peraturan Pemerinah Nomor 37 Tahun 2008.
PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2002 memuat daftar
koordinat 183 Titik Dasar yang dapat digakan untuk
menarikgaris pangkaNegara KepulauarRepublikindonesia.
Sedangkan revisi tertuang dalaferaturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 200&dalahterkait dengan perubahan tiik
titik dasar sebagaiakibat dari terbentuknyanegara Timor
Leste dan keputusan Mahkamah Internasional tentang Pulau
Sipadan daulauLigitan.

World Vector Shoreline (WVS)

World Vector Shoreline (WVS) adalah garis pantai
digital skala 1:250000 yang diproduksi olehNational
Imagery and Mappind\gency(NIMA) dalam format ASCII.
WVS ini berisikan data garis pantai yang diperoleh dari
Digital Landmass BlankinDLMB), Operational Navigation
Charts (ONCs), danTactical Pilotage Charts (TPCsBatas
batasinternasional dan nammama negara yang diméeh
dari petahardcopysemisal ONCs, TPCs, ddoint Operation
Graphics (JOGsjuga termasuk di dalamnya.

Data Batimetri Hasil Proyek Digital Marine Resource
Mapping(DMRM)

Selama pelaksanaan proyek DMRM tahun 192989,
dilakukan survei batimetri dengan menggunakan SIMRAD
EM12D Multibeam EchosounderJarak antar lajur dalam
survei ini berkisar 100 km dengan cakupan sampai 200 mil

laut dari garis pangkal.

18



b.

4). Data BatimetriGlobal(ETOPO3
ETOPO2 adalah basisdata atau model batimetri dan
topografi yang mencakup seluruh permukaan bumi dengan
resolusi 2 menit x 2 menit. Data ini dimodelkan dari berbagai
sumber baik dari hasil survei lapangan maupun pemodekan
dari data satdlialtimetri.
5). DataKetebalan Sedimen
Data ketebalan sedimen yang dipakai dalam desktop
study ini diperoleh dathe National Geophysical Data Center
(NGDC). Data ini merupakan hasil kompilasi dari basisdata
ketebalan sedimen digital dengan resofusienit x 5 menit.

Mekanisme Penentuan Batas dan Publikasi Landas
Kontinen (Contoh: Submisi Parsial Landas Kontinen di luar

200 mil laut sebelah barat laut Sumatera)

Pasal 76 ayat 1 UNCL OSLafdas8 2
Kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah d
bawahnya dari daerah di bawgbermukaan laut yang terletak di
luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiatari wilayah
daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu
jarak 20 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial
diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai
jarak tersebui .

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa ubarkdas Kontinen
hingga 200 mil laut tidak perlu melakukan submisi untuk
mendapatkan haknya, selama tidak mengganggu kepentingan
negardain yang berbatasan.

Setiap negara pantai juga memiliki kesempatamtuk
mengajukan klaim_Landas Kontinerebih dari 200 mil laut atau
biasa disebutLandas KontinerEkstensi (LKE) jika negaratsebut
telah memenuhi persyaratan seperti yang telah diatuamdal
UNCLOS 1982. Negara pantadiwajibkan untuk melakukan
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submisi ke Commission on the Limits of the Continental Shelf
(CLCS) sesuai dengan prosedur teknis yang telah ditentukan.
Secara umum terdapat 4 (empat) tahapan untuk melakukan submisi
Landas Kontinerdi luar 200 mil laut, yaitu: pengumpulan data,
desktop study, survey lapangatan submisi.Berikutini disajikan
pembahasan keemptthapan tersebut.
1). Pengumpulan Data
Tahap yang paling awal dalam setiap proses adalah
tahap persiapan, dimana dalam kegiatan ini adalah persiapan
data. Sebelum memasuki tahapan lebih lanjut, data harus
sudah terkumpul terlebih dahulData yang digunakan dalam
kegiatan ini sebagaimana telah dibahas dalam $ai
sebelumnya, antara lain:

a) Databatimetri global (ETOPO2, Gees) dan proyek
Digital Marine Resources Mappil®MRM) kerjasama
BIG dengan BPPT dan Dishidros TNI AL.

b) Data ketebalan sedimen global (NGDC/NOAA).

c) Koordinat titik dasar (PraturanPemerintahNomor 38
Tahun 2002 sebagaimatedahdiubah dengand?aturan
PemerintalNomor 37 Tahun 2008).

d) Garis Pantai dakiVorld Vector Shoreline.

e) Peta ZEE hasil DMRM.

f) Datapendukung lainnya.

2). Desktop Study
Untuk mengetahui apakah suatu negara memiliki
potensi untuk melakukan klaim batas terluandas Kontinen

di l uar 200 mi l hpapwiténance pestr | u

melalui desktop studyyaitu melakukan sketsa dan estimasi

perhitungan awal menggunakaoftwaredi komputer. Dari
data yang tersedia dan telah dilakukatlesktop study
teridentifikasi 3 wilayah yang berpotensi untuk dilakukan
submisi, yaitu: sebelabarat laut Sumaeéra, sebelahselatan

Nusa Tenggardan sebelahutaraPapua.

20



Gambar3
Informasi tentang batdsandas Kontinepgaris 200 mil laut dan 350 mil
laut dari garis pangkal, yang menunjukkan kontinental margin masih
berada di dalam jarak 200 mil laut serta lokasi dari 3 (tiga) daerah prospek
untuk submisLandas Kontinemli luar 200 mil
(Bakosurtanal, 2010)

Indonesiaberencana melakukan submisi LKE secara
parsial yang artinya dilakukan secara bertahap untuk
masingmasing wilayah yang berpotenaVilayah barat
laut Sumatera dipilih sebagai wilayah submisi pertama.

Gambard

Daerah potensi batas terluaandas Kontinemebih dari 200 mil laut
(Bakosurtanal, 2010)
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3).

Desktop studydilakukan menggunakan Caris Lots
4.0 dan software pendukutannya (Matlab, AutoCAD dan
Surfer).

Survei Seismik Multichannel

Hasil desktop studymengindikasikan perlunya ath
ketebalan sedimen untuk mendukudgta teknis, maka
diperlukan survei seismikmultichannel refleksi  dan
batimetri  di sebelah barat laut Sumatera yang
dillaksanakan pada27 Januarii 15 Februari 2010
menggunakan kapal ris&aruna Jaya Il Kegiatan ini
merupakan hasil kerja timBakosurtanal berkoordinasi
denganBalai Teksurla (BTSK)iBPPT, PPTISDAI BPPT,
P3GL, DISHIDROS TNI AL, Balitbang KP dan PT.Elnusa
Geoscience. Tujuan survei ini adalah untoienentukan
ketebalan sedimen sebagai data pendukung untuk
keperluan submisi seperti yang dipersyaratkanoleh
CLCsS.

Latitude
i

Cut-off line

Indonesian
-2 Onuter Limits

2,172 km?

(Hre O 1% Seckment thiciress)

T T T T T 7 T T
0 =2 £ =5 =5

Longitude

Gambarb
Pengolahan data hasil survei daerah potesisilas Kontinetebih dari
200 mil laut (Bakosurtanal, 2010)
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Data hasil survei tersebut kemudian diolah menggunakan

software dan menghasilkan 3 alternatif batas terluar

Landas Kontinenyang dapat igertimbangkan, sebagai
berikut

(@) Luas wilayah 3848 ki(b) Luas wilayah 4232 km (c) Luas wilayah 425&km?

4).

Gambar6
Alternatif lajur survei potendiandas Kontinetebih dari 200 mil laut
(Bakosurtanal, 2010)
Dari perbandingan diatas, dapat disimpulkan bahwa opsi

(c) adalah yang paling maksimal.

Submisi Batas Terludrandas Kontinen

Indonesia telah melakukan pengkajian tentang
kemungkinan submisi LKE sejak meratifikasi UNCLOS 1982
pada tahun 1985. Pada tahun 1996, dibuat suatu proyek
Digital Marine Resources Mapping(DMRM) untuk
mendapatkan data batimetri. Berdasarkatayang tesedia
dan telah dilakukan desktop study serta surseismik
multichannel refleksi, &merintah Indonesia memasukkan
dokumen parsial submisi Kkommission on the Limits of the
Continental Shelf(CLCS) pada tanggal 16 Juni 2008.
Submisi tersebut ditindadhjui dengan presentasidlegasi
Republik Indonesiadalam sidangCcommitee on thé&imits of
the Continental Shelf (CLCS) padatanggal 24 Maret 2009.
Secaraumum, argumentasi pihak Republik Indonesia dapat
diterima kecuali untuk titik nomor 1 dan 4 (FP1 dan FP4)

diperlukan tambahan data seismik.
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(@) (b)

Gambar 8
(a) Submisi parsidlandas Kontinemarat laut Sumatera; (Rakumn wilayah
bataslandas kontinen Indonesia apabilaFP 1 dan FP 4 ditolak olehCLCS
(Bakosurtanal, 2010)

Pemerintah Indonesia kembali melakukan submisi ke
CLCS dengan ditunjangata hasil survei tersebut. Setelah
dilakukan pemeriksaan oleh skbmisi selama sidang ke 23
26, pada 17 Agustus 2010 Indonesia berkesempatan
menyampaikan presentasi guna menjelaskan seluruh
rangkaian proses submisi Indonesia yang telah dilakukan
sejak 16 Juin2008 sesuaRule of Procedure @mmittee on
theLimits of theContinentalShelf Annex Il Paragraph 15

Setelah melalui proses yang panjang, subinésidas
Kontinen Indonesia lebih dari 200 mil laut di sebelah barat
laut Sumatera resmi diterima dan disahkan oleh CLCS.
Pertambahan luas wilayah RI itu disampaikan Kepala
Bakosurtanal dalam jumpa pers di Jakarta, 30 Agustus 2010.
Pada tanggal 28 Maret 2011, CLCS menkdnt dokumen
resmi terkait submisi tersebut dan wilayaiindas Kontinen
Indonesiaresmi bertambah seluas 4209 *km@tau hampir

seluas Pulau Madura.
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MAP OF
— UPDATE OF INDONESIA EXTENDED CONTINENTAL SHELF BEYOND 200 M v
IN THE AREA OF NORTHWEST OF SUMATRA .

¥ +

Gambar 9
Penambahan wilaydtandas Kontinetndonesia
(Bakosurtanal, 2010)

AsasasasPengaturanLandas Kontinen Indonesia

Berbagai asas atau prinsip yang sangat penting untekhdijkan dalam
PenyusunanDraft Naskah Akademik RUWPerubahamenggantianUndang

undangNomor 1 Tahun 197&ntangLandas Kontinetndonesiameliputi
1. Asas Negara &pulauan

Republik Indonesia sebagdilegaraKepulauanterbesar di dunia
dilandasi oleh Knsepi Wawasan Nusantara Konsepsi ini
menggambarkan cara pandang Bangsa Indonesia dalam melihat
negaranya yang terdiri dari ribuan pulau déelilingi olehperairanluas
yangterletak di sekar dan diantaranya. Konsep&#$awasan Nusantara
melihat lautan sebagai pemersatu ptpalau yang bertebaran dari barat
ke timur mengikuti garis khatulistiva.KonsepsiWawasan Nusantara
tidak membedakan statdgutan dan daratan karena memang keduanya
merupakan unsur kelayahan Negara. Dalam hal inpaik daratan
maupun lautan merupakan kesatuan wilayah yang tidak berbeda statusnya
menurut hukum légal fac), walaupun dalam kenyataanyaedlity)
memang berbedadan terpisah. Dengan demikiaysas Wawasan

Nusantara melihat Kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah

25



yang utuh, termasuk segala implikasi hukumnya terhadap bbggan
ruang lautanyang terletak di sekeliling Kepulauan Indonesermasuk
kolom air, dasar laut dan tanah dibawahngarta kekayaaalam yang
terkandung didalamnya

Berasaskan pada Wawasan Nusantara,Bangsa Indonesia
mempunyaitekad untuk meningkatkankemampuanguna medakukan
eksplorasi daneksploitasikekayaan lautya, termasuksumbersumber
kekayaan alanfiautan di sekitarnya Tekad untukmelakukan eksplorasi
dan eksploitaskekayaandi dasardaut di sekeliling Kepulauan Indonesia
telah mendapat pengakuanrternasional melalui penetapan status hukum
Republik Indonesiasebagai Nega Kepulauan. Dengan pengakuan
tersebutmembukakemungkiran ba@i Pemerintah untuk dan atas nama
Negara untuk meningkatkan rkampuanteknis dan kompetenshukum
untuk melakukareksplorasi dan eksplaisi kekayaan alandi Landas
Kontinen Oleh karena itupengaturan hukum dalam bentuk undang
undang yang berwawasan nusantaangat diperlukan untuk menunjang
upaya peningkatan kemampuan dal@@nguasaan ilmu pengetahuan dan

teknologiyang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya kelautan
AsasOptimalisasiPengelolaan @nberDayaAlam

Masa depammat manusia tidak hanya mengandalkan sumber daya
yang berada di darat saja, namsmmber dayayang beradadi laut
menjadi sasaran penggalian kemudian karena memiliki potensi yang
sangat luar biasaOleh karena itu banyak negam yang mulai
mengarahkan pemanfaatan sumiderya kelautannyaPotensi sumber
daya kelautan yang sangat besar dan relatif belwsepenuhnyadi
eksplorai dan eksploitasterutama diLandas Kontinensehingga masih
sangat besar kemukigan wuntuk didayagunakanlandas Kontinen
diprediksi mempoyai sumberdayahayati dan norhayati cukup besar,
yang mungkin dapat di eksplorasi dan eksploitasi. Dengadanya
pengakuan internasional terhadap hakhak berdaulat atas Landas
Kontinen maka Republik Indonesia perlu menetapkakebijakan

pengelolaan sumber daya alampgala skala yang lebih luas
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Penetapan asas optimalisasi pengelolaan sumber daya alam
mengandung artibahwa penekanan lebih diberikapada perolehan
keuntungan ekonondaripada penekanan pada jumlah produksinya secara
fisik (physical yield. Dengan kata lain, penetapan pilihan kebijakan
pengelolaan secara optimal mengandung arti bahwa pengelolaan sumber
daya alam dLandas Kontinersenantiasa harus memperhatikan kekuat
pasar untuk menyap produkya agar harga pasar tidak jatuh karena
terjadnya kelebihan produksi, terutama untuk komoditi sejenis yang

berasal dari sumbesumber di daratan.
Asas Pembangunan Berkelanjutan

Eksplorasi dan eksploitasi diLandas Kontine harus
memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutésustainable
developmentagar potensi sumber dayang ada dapat dimanfaatkan
untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Oleh karena
itu dalam rangka eksplorasi dan eksploitasiandas Kontinen harus
memperhatikan kestarian lingkungan antara lain melalui upaya
pencegahan pencemaran lingkumggut. Untuk menerapkan asas ini ke
dalam kenyataan, makéhakpihak yang melakukan kelalaian yadapat
menimbulkan pencemardaut harus dilenai sanksadministratifberupa
denda Sedangkan terhadapihak pelaku pencemarahngkungan laut
yang dilakukan dengasengajaperlu dikenai sankspidana ditambah

dengan pegantiankerugiansertabiaya pemulihannya.
Asas Penghormatan Halegaralain

Dalam melaksanakan hdiak berdaulat untuk melakukan
eksplorasi dan eksploitadi Landas Kontinenindonesia harusmenjamin
hakhak dan kebebasanegara lainyang dijamin berdasarkan rezim
hukum Laut Lepas Dalam halLandas Kontinenindonesiaberhadapan
atau berdampingan dengdrandas Kontinemegara lain, maka batas

batasnyalitetapkarberdasarkan kesepakataelalui permdingan.
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Asas Kepastian Hukum

Dengan adanya gmgaturan mengendiandas Kontinensecara
komprehensif, diharapkan akan mampu menciptakan kepastian hukum
yang pada gilirannya akan mewujudkan ketertiban dalam pemanfaatan
Landas Kontinen Dalam ragka mengundang investodi bidang
pertambangarkepastan hukum merupakan salah sa@ntry point bagi
investasiswasta, baik asing maupun dalam negBemi terciptanya
kepastianhukum, maka pengaturan harus mengaepenuhnygpada
ketentuan hukum laut internasional karenbandas Kontinenbukan

merupakan bagiadari wilayahnasional.
AsasPartisipasi, Transparansi, dakuhtabilitas

Pengaturan pemanfaatan Landas Kontinen  harus
mangakomodasikamartisipasi dari semua pihak yang berkepentingan
secara transparan dan akuntat#btiap data dannformasi mengenai
Landas Kontinersebaiknyaterbuka untuk diakses, kecuali terhadap data

dan informasyang berkaitan dengan rahadan keamananegara.
Asas Kepentingan Nasional

Pemanfaatan potensi sumber daya alamlLdndas Kontinen
ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional termasuk kepentingan
strategis pertahanan keamanan Negara. Perizinan hanya akan diberikan
jika bermanfaat bagi kepentingan nasional dan tidak membahayakan
keselamatan dan keamanan Negara. Hasil yang diperoleh harus
menguntungkan perekonomian nasional, mendukung pembandanan
kesejahteraan seluruhaBgsa Indonesia dan membuka kemungkinan

terjadinya alih teknologi.

Pemanfaatan PotensiLandas Kontinen dan Permasalahannya

Pasal 7AUNCLOS 1982 mengakuiak-hak berdaulat $ouvereign righs)

negara pantai untuk melakukan ekspési dan eksploitasi sumbsumber

kekayaan alam diandas Kontiner{ayat 1). Hak ini brsifat eksklusifartinya

hanya mgara pantai yandpersangkutan yanglapat memanfaatkahandas
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Kontinemya (aya2). Pemanfaatahandas Kontinemeliputi kegiatan sebapga
berikut

1. Pemanfaatan Sumber Daya Noayati

Di Landas Kontinertidak ada ketemfan tentang keharusan bagi
Negara pantai untuk berbagemanfatan surplus kekayaan aladengan
negaa lain kecualimelalui pemberiarnzin atas dasar perjanjian dengan
negarapantai yang bersangkutaiWValaupun demikianuntuk Landas
Kontinen di luar 200 mil laut,terdapatketentuanmengenaibagthasil
antara negara pantai dengémernational Se&Bed Authority (ISBRA
mengenahasil eksploitasi kekayaan alam nbayati diLandas Kontinen
di luar batas 200 mil laut dari gawggris pangkal (Pasal 82 UNCLOS
1982). Pasal 82 ayat (2) metapkan bahwa bagihasil ataskekayaan
alam nonrhayati dengan ISBA dimulai setelah 5 tahun pertama
fproduction at the site . P el a k stuam lzagi hasilkakah dimulai
padatahunke nam dengan menyer ahkatthel % dar
sted kepada | SBA. kemudiao akar naik gesidp tahun i
sebesar 1%, sehingga menjadi ketentuan tetap sebesar 7% setelah

produksi tahun keluabelas.
2. Pemanfaatanunber Daya Hayati

Di dalam rezim hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) terdapat
ketentuan yang memungkinkan negaegara lainuntuk memaiiaatkan
surplus perikanamelalui suatu persetujuan bilateral berdasarkan Pasal
62 ayat (2) UNCLOS 1982hamun sbkaliknya di dalam rezim hukum
Landas Kontinenidak ada ketentuan seperti itu. Bahkan ketentuan untuk
berbagi surplus tidak berlaku pula untuk jejeisis organisme sedenter.
Adapun yang dimaksudiengan kekayaan alam diandas Kontinen
t e r maliging lorgainisms belonging to sedentary spetieSedentary
speciesaitu jenisjenis orgarsme atau binatang yang pada maipanen
berada di dasar lawatau tanah dibawahnya déanya dapat bergerak
s el amghysicdlzontta dengan dasah dibawaanya at au
sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 77 ayat (4) UNCLOS 1982.

Dengan demikian, maka jermsnis kekayaan alam hayadinis ini tidak
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termasuk ke dalam rezim hukum ZEE ataupun rezim hukum Laut Lepas,
tetapi tunduk sepenuhnya pada rezim hukuamdas Kontinenyang
berada di bawah hakak berdaulat fovereign rights negara pantai.
Dengan k#a lain, khusus untuk jenis organismsedenter iniwalaupun
Indonesia tidak atau belum memanfaatkanmgauntidak ada kewajiban

untukbertbagi surplus dengaregara lain
3. Instalasi Lepas Pantai

Sebagaimana halnya dengan di ZEE, negagara pantajuga
berhak mengatur dan melaksanakan yurisdiksi dtapentingan
kepentingan tertentu di atasstalasi, pulatpulau buatan, dan banguran
bangunan lainnya diandasKontiner!. Instalasi, pulaupulau buatan,
dan bangunabangunan tersebut tidak dianggap sebagai pulau sehingga
tidak mempunyai laut ilayah atauzona tambaharsendiri. Namun
demi ki an, negara pantai d ap sdfetymenet a
zon®  eabarl 500 meter di sekeliling instalasi, pulau buatan, dan
bangunan tersebuBafety Zondidak boleh dimasuki oleh kapkapal
asing kecuali yang tujuannya memang hendak berkunjung ke tempat
tempat tersebutUndangundangNomor 1 Tahun 1973 tentarlgandas
KontinenIndonesiame mp er k e n a n k alimitdd aopé <salaelyar f
1250 me t esafetydzonk u arer §eb ut ,-kapdliasirgn a k a
dilarang membuang jangkar. Konvensi Hukum Laut 1982 tidak
me n g e n al limded zonéy easebiit, karenagola umumnydilimited
zon® tersebut d i msafetg zahddia dalams pelaieg a i
kepulauan

Dalam prakteknya pemanfaatan sumber dayhatidas Kontinen
Indonesia di bawah 200 mil laut sudah dilaksanakan. Akan tetapi perlu
selalu diwaspadai karena bersinggungamgdalLandas Kontinemegara
tetangga. Penentuan batasdas Kontinemlengan negara tetangga harus

menjadi prioritas, karena belum adanya kesefzak dengan negara

Meliputi bangunanuntuk kepentingan pertahandan non pertahanan.

2 Misalnyapemasanganipa dan kabel bawah laut.
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tetangga dapat menghambdamungkinan untuk mengundang investor

untuk memanfaatkannya.
Landas KontinerckstensiExtended Continental Shelf

Di luar batad.andas Kontinemegara pantdi e r d batpraationa
Seabed Area (ISA) yang pengel ol aan kekayaan
International Seabed AuthoritffSBA) yang berkedudukan di Kingstp
Jamaila. Oleh karena itudalam hal suatu negara mengajukan
opengakuano bahwa Ldndas Kontnemi lbar batasnp uny a
200 mil laut dari garigaris pangkalnya, maka neggpantai tersebut
haruslah menyampaikan informasi tentang segala sesaatubgerkaitan
dengan batas terludrandas Kontinert e r s e b u tCommesgoa dma
the Limits of the Continental Shelf (CL6S) dal am waktu 10 t
berlakunya Konvensi bagiNegara pantai yang bersangkutan,
sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 4 daripiram Il Konvensi
Hukum Laut 1982.

Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 pada tanggal 31
Desember 1985 dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985,
sedangkan Konvensi itu sendiri baru diberlakukan pada tanggal 16
November 1994 dan sejak saat itu gvah Konvensi tersebut berlaku
secara resmi bagi IndonesRada saat itdthe Commission on the Limits
of the Continental Shelf (CLC®lah berdiri. Sesuai dengan ketentuan
Konvensi, Indonesia harus mengajuk@engakuanya (submission)atas
Landas Kontine diluar batas 200 mil laut dari gawmris pangkal
kepulauannya, apabila memang ada, kepada Komisi tersebut menjelang
16 November 2004. Sementara itu, PBB sudah memperpanjang batas
waktu pengakuanficontinental margio tersebut-nedaragi ne
pantai selama 5 tahun lagi, yaitu sampai 16 November 2009. PBB pun
melalui CLCS dapat membantu negaegara sedang berkembang,
khususnya negar a pant ai opraimegtal ber po
marginto yang | uas utmdigura mementukak bakbatas s
t er |condimentafimargid mer ek a. unt uk itu d

survey kelautan (survey geoseismik) untuk mengetahui apakah Indonesia,
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berdasarkan ketentuan Pasal 76 Konvensi 1982, masih mempunyai

ficontinental margindi luar katas 200 mil laut tersebut.

Berdasarkan dataggeoseismikmultichannel yang dintiki oleh
Pemerintah Indonesiaaltun 2006yang diperoleh berdasarkan hasil
penelitian kelautan oleh beberapa instansi di Indonesaka Landas
Kontinen Ekstensi yang masih memungkinkan untuk melakuka
pengajuan gubmissiop atascontinental margin di luar 200 mil laut
kepada PBB adaladi sebelahbarat Aceh, di selatabusa Tenggara
(Pulau Sumbawa dan di utara Papua.Untuk perairan bagian apat
Provinsi Aceh sudahdilakukan penditian, tetapi masih harus terus
dilanjutkan karena ada kemungkinan untuk diperluas. Sedangkan untuk
sebelah datan Nusa Tenggara dan utaRaepua masih diperlukan
penelitian kelautan secara intensif karena berbatasan pula deayzas

Kontinennegara lain.
Pengamanan Data Kelautan

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang
Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi
Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing,
Badan Usaha Asing da@rang Asing, memberikan peluang bagi orang
dan atau pihak asing untuk menjalin kerjasama penelitian kelautan dengan
instansi pemerintah, seperti: LIPI, BPAgkosurtanal, KKP, BP Migas,
P3GL dan lainlain di wilayah perairanNKRI sduas + 5,8 juta km

(termasuk di dalamnya luas ZEE Indonesia seluas * 2,7 jifia km

Hingga saat iniluas Landas Kontinendi wilayah NKRI masih
dalam perdebatan mengingaésih dalam proses penelitian kelautan oleh
Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan pihak asing yang memiliki
kemampuan sumber daylan tenaga ahli yang memadaMengingat
kegiatan eksploradiandas Kontinerterkait dengan kegiatan pemetaan
sumberdayadasar laut dan tanah dibawahnya yang tidak hanya
menggambarkan profil dasar laut saja, namun juga menggambarkan
potensi sumber daya mineral yang dapat dimanfaatkan untuk

pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu segala bentuk kegiatan
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survei atau peneldn kelautan termasuk penelitian mengehandas
Kontinenyang dilakukan secara mandiri oleh suatu instansi pemerintah
atau dalam bentuk kerjasama dengan pihak asakgnsharus mendapat
ijin dari Pemerintahindonesiadi dalam pelaksanaannya hadikkukan
pengamanarterhadappelaksanaan kegiatannygermasukpengamanan

terhadap data yang diperoleh

Pelaksanaan penganan terhadap kegiatan penelitianLdndas
Kontinen perlu dimulai dari perencanaan, administrasi perijinan,
pelaksanaan lapanganerngolahan data dan penyajian data hingga
pengarsipan data yang melibatkan peran aparat pengamanan terkait sesuai
KepmenhanNomor Kep/09/M/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang
Pengamanan Survei dan Pemetaan Wilayah Nasional.

Pada saat ini pengaman dataakidn belum memperoleh perhatian
serius.Dengan tersebarnya data kelautan pada beberapa instansi termasuk
data kelauatan dLandas Kontinenindonesia menyebabkan kesulitan

untuk melakukan pengamanan data kelautan secara maksimal.
Pengarsipadan PengelolaeData Kelautan

Pengarsipan data survei kelautan (khususnya data diemelias
Kontinen) yang memiliki nilai strategis untuk mendukung kepentingan
nasionalmerupakan keharusasehingga semua data hasil survei kelautan
diarsipkan secara baik dan aman selpat digunakan (diakses) oleh
instansi pemerintah, organisasi dan perorangan untuk kepentingan
terbatas yang penggunaannya diatur sematt® untuk menjaga
keamanan datalan kepentingan nasional Dalam hal ini instansi
pengelola arsip data kelautaabg@ai Pusat Data KelautgMarine Data
Centre belum ada sebagdeading setornya. Oleh karena itu perlu
ditetapkan olelPemerintahinstansi pengelola arsip data kelautdengan
memperhatikan keterpaduan fungsi dan peran masasging instansi
yang melakukan kegiatan di lauPada Pusat Data Kelautan tersebut
ditempatkan perwakilan dari masingmasing instansisebagai fungsi
pengawasan terhadap aliran data yang dikelola oleh instansi pengelola

arsip.
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Pengamanan Data Kelautan

Dalam halsuatu negara p# berada jauh dari negara pantai
lainnya, maka ada kemungkinaemua klaim atas ruang lautdapat
dilakukan tanpa mengganggu hak nedaia atau dapadilakukan secara
sepihak (@nilateral action). Bahkan untuk Landas Kontinen
dimungkinkan untuknelakukan klaim batas terluaandas Kontinerdi
luar 200 mil laut atau dikenal dengaandas KontinerEkstensi (LKE).
Berdasarkan UNCLOS 1982, penentuan batslas Kontinerekstensi
dapat dilakkan dengan memperhatikan empattekia seperti diatur
dalam Rsal 7T6UNCLOS 1982sebagai berikut

a. Kriteria yang membolehkaffiormulag:

1). Didasarkan pada titik tetap terluar pada titik mana ketebalan
batu endaparsédimentaryock) pding sedikit 1% padgarak
terdekat antara titik tersebut dengan kaki lereng kontinen
(gardiner ling. Batas terluatandas Kontinerkstensi adalah
garis yang menghubungkaitik -titik yang mengindikasikan
ketebalan batu endapan sebes#r dihitung dariketebalan
batu endapa pada kaki lereng kontinen. Persentasei
dihitung dengan membandingk&etebalan batu endapain
suatu titk terhadaptitik tertentu pad&aki lereng.

2). Batas terluat.andas Kontinerekstensi juga dapalitentukan
dengan menarik garisepanjan@0 nil laut dari kaki lereng

kontinen fedberg ling ke arah laut lepas

Pada penerapannya, batas terluandas Kontinerekstensi
merupakan kombinasi dari dsyarat di atas, dalam hal ini akan
dipilih garis terluar yang paling menguntungkan negara yang
bersagkutan. Garis terluatandas Kontinenekstensiini belum
final karena harus diuji untukmemenuhi kriteria yang

membatasiyaterlebih dahulu.
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1. Kriteria yang membatagconstraint$

1) Batas terluar dariLandas Kontinenekstensitidak boleh
melebihi 350 millaut dari garis pangkayang digunakan
untukmengukuidebar lautwilayah atau

2) Batas terluar darLandas Kontinerekstensitidak melebihi
100 mil laut dari kontur kedalaman 2.50@eter isobaths.
Kedua syarat tersebiersifatmembatasi dan berlaku salah
satu yang paling menguntungkan negara pantai yang
bersangkutan Dengan kata lain, adalah tidak benar jika
dikatakan bahwa lebdrandas Kontinerekstensi maksimum
adalah 350 mil layt karena pada kenyataanyada
kemungkinargaris 2.500meterisobathditambdn 100 mil laut

terletak lebih jauh dari garis batas maksimum 350 mil laut

Penetapan dan pegasan batatuar Landas Kontinenekstensi
sangadiperlukan terutamaadatahappengelolaasumber daya alamnya
Penentuan batasandas Kontinerjuga sangat penting untuk menjamin
kejelasan dan kepastian yurisdiksegara pantai dalam menerapkan
aturan furisdictional clarity and certaintyPrescott dan Schofield, 2005
dalam Arsana, 2007) Hal ini dapat memberikan keuntungan
multidimensi, misalnya, data memfasilitasi pengelolaan lingkungan laut
secara efektif dan berkesinambungartaspeningkatan keamanan laut
(maritime security. Dalam hal ini grjanjian batatandas Kontinemmkan
memberikan jaminan terhadap hak negara pantai untuk mengakses dan
mengelola sumberdaya kelautan, baik hayati maupurhagati Arsana,

2007). Dalam kaitan iniLandas Kontinermengandung sumber energi

dan mineral, sehgga berpotensi besamtuk menmbulkan sengketa

antar negara yang berbatasan dan atau berdampingan. Kasus sengketa
Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia yang merebak pada
tahun 2005 merupakan salah satutebrsengketa yandiakibakan oleh
ketidakpastian posisi, eksistensi dantugahukum Landas Kontinen

masingmasingnegara yang berbatasan di laut
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Eksplorasi dan Eksploitasi landas Kontinen

BerdasarkarmpengertianLandas Kontinersecara yuridisindonesia
sebagai negara kepulauanempunyaihak penguasaareksklusif atas
segala kekayaan alamyang terkadung di dasar laut dan tanah
dibawahnya Akibat dari adanya hak penguasaansecara eksklusif
tersebut maka setiap kegiatagksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam,
termasuk penelitian ilmiatii Landas Kontinerindonesiaharus didkukan
sesuai dengan aturan yandetbitkanoleh RFemerintah Indonesi®engan
adanya kewenangan tersebut Pemerintah Indonesia mmunyai
kepentingan untuknelakukanpengawasan agédak terjadi pelanggaran
yang dapat merugikan kepentingan nasionalny@engan kata lain,
kegiataneksplorasi dan eksploitakekayaan alam diandas Kontinen
sepenuhnya menjadi wewenalmglonesia sebagai negara panfaalam
hal adanya kemungkinan timbulnya salah paham atau salah pengertian
yang mengakibatkan perselisihantar kepentingan dalam pemanfaatan
sumber kekayaan alam akan menjadi perhatian yang serius bagi

pemerintabuntuk merumusankebijakanpengaturannya.

Dalam kegiataneksplorasi dan eksploitasiinyak dangasbumi,
kegiataneksploitasi termasukedalam kegi@an sektor hulu(upstream
sector) yang baru dapat dilaksanakan setelah tahap eksplorasi
diselesaikanKegiatan &splorasi sendiri bertujuan untuk mendapatkan
informasi untuk menemukan cadangan minyak dan gas (milnéserve)

di suatu Wilayah Keg (WK) tertentu.Dalam hal inidiperlukan adanya
koordinasi agar tercipta kesinambungarentara kegiataneksplorasi
dengan upaya eksploitasinya Selain dari itu dan sejalan dengan
perkemlangan ketatatanegaraan yang sangat gpitek yang terkait
dengan kegiataeksplorasi dan eksploitasi dandas Kontinermenjadi
semakin banyak dan multi sektor Fenomena ini belundiatur secara
jelas dalam ddangundangNomor1 Tahun 1973.0Oleh karenatu sudah
saatnyauntuk dilakukan peninjauarkembali (review) terhadapmateri
muatan undangndang tersebuagar dapat mengakomodasikan berbagai
perkembangan hukumaut internasionalsebagai konsekuensdari
ratifikasi terhadagJNCLOS1982.
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Dalam praktikngp, pemberian izin eksplorasi dan eksploitasiLdindas
Kontinen saat ini dilakukan olehdrbagaiinstansi dan didasarkan atas
berbagai peraturan perdangundanganMisalnya, dalam hal perizinan
penelitian diberikan oleh LIPI, dargkan dalam halhal tertentuyang
berkaitan dengan kemanan negar&in diberikanmelalu Kementerian
Pertahanan.Sedangkan izin eksplorasi dan eksploitgang berkaitan
dengan mineral dan tambang diberikan oleh Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM)Banyaknya instangiang terlibat dalam
pemberian Zin ekplorasi dan eksploitasmenyebabkan panjangnya
birokrasi dan sulitnya melakuk&oordinasi. @lam pada itupengaturan
yang ada belum mentge secara lengkap kegiatintas sectodi Landas
Kontinen Misalnyg belum adanya pengaturan mengenakanisme
perizinan pemasangarpipa/kabel bawah lautHal ini tampak pada
kegiatanpemasangan kabel bawah laut dari Adstriee Singapura yang
melewatiLandas Kontinenndonesia Dalam kegiatan demikiaernyata
belum adapengaturannya, termaswdetentuanmengenai instansi yang

diberiwewenang untuk penerbitan izinnya

D. Implikasi Penerapan Peraturan Baru

Implikasi penerapanaturan baru mengenai Landas Kontinen akan

meliputi hathal sebagai berikut:

1. Kesiapan Infrastruktur dan Sumberdaya Manusia

Penerapan aturan baru dandasKontinen memerlukan kesiapan

infrastruktur penunjang pelaksanaan aturan dan sumber daya manusia
yang handal dalam jumlah yang memadaKesiapan sumber daya
manusiauntuk melaksanakamndangundangLandasKkontinen yang baru
akan sangat membantu agar atuwang dibuat mempunyai daya laku dan
daya guna. Pengaturan mengenai Landas Kontinen berkaitan dengan
yurisdiksi untuk melaksanakan hdilak berdaulat untuk melakukan
eksplorasi dan eksploitasi atas kekayaan alam yang terkandung di dasar
laut dan tanah dibaahnya. Para pelaksana dan penegak hukdim
lapanganperlu memahami perbedaamaknaantarakedaulatan, hakak

berdaulat, dan yurisdiksi. Pemahaman yang benar dapaghindari
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kesalahan dalam interpretasi dan penerapannya. Kesalahan penerapan
dapa merimbulkan re&si dalam bentukomplaindari negara lain. Untuk

itu diperlukan sumbedaya manusia yangandalagar potensi sumber

daya alam dapatimanfaatkan dan aturan diandasKontinen dapat
ditegakkan sebagaimana mestinya. Demikian pula halnya dengan
penegékan hukum di landasKontinen memerlukan infrastruktur yang
memadai karena letaknya di luar laut wilayatetaknya yang jauh dari

laut wilayah dan permukaan lautnya yang tunduk pada rejim hukum laut
lepas memerlukan perlakuan yang berbeda dengaregekan hukum di

laut wilayah

. Koordinasidalam Eksplorasi dan Eksploitasi

Upaya eksplorasi dan eksploitasi di Landas Kontinen bersifat
multisektoral dan beresiko sangat tinggi sertamerlukanbiaya yang
besar. Untuk itu diperlukan adanya dasar hukungyeuat dan perlunya
koordinasi yang baik antar instansi terkalalam hal ini koordinasi antar
sektor diperlukansejak dari tahapan penelitian ilmiah kelautan sampai
dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Oleh karena itu perlu
dipertimbangkan adaay instansi sebagaileading sector dalam
pemanfaataan sumber daya agar proses pelaksanaan hingga

pengawasannya terkoordinasi dengan baik.

. Koordinasidalam Penelitiatimiah Kelautan

Pengajuan usul pengakuanahndaskontinen erat kaitannya dengan
kegiatan penelitian. Setiap negara yang akan mengajukan usulan
pengakuan suatu area sebdgandasKontinen di luar 200 mil laut harus
didukung dengan hasil penelitiatmiah kelautan yang menunjukkan
bahwa area tersebut meal@an kelanjutan alamiah dari wilayah
daratannya. Penelitialtmiah kelautan diLandasKontinen cukup mahal
dan harus dilakukan secara terkoordinasi agar hasilnya dapat maksimal.
Oleh karena itu penelitialtmiah kelautan harus dilakukan secara terpadu

danterkoordinasi agaterlaksana secardektif dan efisien.
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4. Pendanaan Penelitian limiah Kelautan

Pada saat ini terdapat kecenderungan negagara pantauntuk
mengajukan pengakudandaskontinen yangletaknya sangafauh dari
wilayah daratanya. Austraia, misalnya,mengajukan pengakudandas
kontinen di Antartika. Kondisi tersebut tidak terlepas dari potensi sumber
daya mineral diLandas Kontinen yang cukup menjanjikan. Pada
umumnyalandaskontinen memiliki kandungan mineral dan gas bumi
cukup besardan mempunyai nilai ekonomi tinggi Oleh karena itu
negaranegara besar berpandangan bahwa di masa yany datang
potensi laudnterletak diLandaskontinen.

Terkait dengan uraian di ataspabila Indonesia terlambat
mengajukan pengakuan akamengakibatkan pemanfaatan potensi
sumbersumber kekayaan alardi LandasKontinen Ekstensi menjadi
terhambat Keterlambatan dalammemperolehpengakuanatas landas
kontinenekstensi pada gilirannya akamenghambakegiataneksplorasi
dan eksploitasi sumbsumber kekayaaralam yang téandung di
dalamnya.

Pendanaanintuk keperluan survelasar laut merupakaregsoalan
utama yang dihadagiada saat ini Untuk mendapatkanesnua data dan
dokumen terkait yang dibutuhkan untp&ngajuan usul pengakuan batas
landaskontinendi luar 200 mil laut berupa peta dan keterangan lainnya
yang mengidentifikasikan tepian kontinen, akan membutuhkan biaya yang
sangat besalOleh karena itu igperlukan inventarisasi ulang semua data
yang telah ada, khususnya yang telah dikuikgn oleh Dishidros,
Bakosurtanal, P3GL, dan perusahgagrusahaan eksplorasi lepas pantai.

Pemerintah seyogiyanya memberikan perhatian terhadap
kemungkinan untuk memperluas yurisdiksitas Landas Kontinen
Ekstensi Kemungkinan kearah itu telah terbulsardasarkan hukum laut
internasional yang bar@leh karena itypemerirtah harus mayedi&an
perdanan yang memadai untuknenunjang kegiatapenelitian ilmiah
kelautan

Penelitian ilmiah hendaknya diarahkan pada bab&giandasar

laut tertentuyang bear kemungkinan untuk memperluas pengakwadas
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Landas Kontinerdi luar 200 mil lautBagiartbagian laut yang dimaksud
adalahdi sebelatbarat Pulau Sumateragbelah selatakepulauan Nusa
Tenggaradan di sebelalutara Papua Penelitianilmiah kelautanyang
sudah dilakukan di sebelah barat pantai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam dapat menjadi dasar pertimbangan mendeesarnya
pendanaanyang diperlukan Tanpa didukungoleh pemlanan yang
memadai, makadorongan untuk memperluas pengakuatas &ndas
kontinendi luar 200 mil lauhanya sebatasacanayang lemah.
Pengamanan di Landas Kontingaga memerlukan pendanaan
untuk pengadaan peralatan seperti kafmal patroli laut beserta
kelengkapanny&eralatanni diperlukan oleh TNI AL untuk menegakkan
aturan bahwa setiap kegiatan eksplorasi dan eksploitadiaddas

Kontinen harus berdasarkan izin dari Pemerintah Indanesia
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BAB Il
ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Landas Kontinenindonesia diatur dalanndangundang Nomor 1
Tahun 1973 yangnateri nuatannya mengacpadaKonvensi Jenewa 1958
Konvensi tersebutgaa awalnyalitindaklanjuti dengatundangundangNomaor
4 Prp Tahun 1960 yangemberikan definisbahwalandas Kontineradalah
dasar laut dan tanah bdiwahnya di lualaut wilayah Republik Indonesia
sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin
diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan al@finisi tersebut
kemudian dambilalih oleh UndangundangNomor 1 Tahun 1973 tentang
Landas Kontinerindonesia.

Definisi di atas dinilai masih rancu, karena tidak ada batasan yang jelas
tentang sejauh mana kegiatahksplorasi dan eksploitagiapat dilakukan
mengingat kemampuan dan teknologi yang digunatdah masingmasing
negara tidalah sama. Definisi tersebuttidak dapat diterimaoleh Negara
sedang berkembandsarena hanya akan menguntungkan negagaramaju,
terutama negara dengan perkemizndeknobgi tingkat tinggi dan letak
geografis tertentiKetidakpastian mengendefinisi Landas Kontinerberakhir
seiring dengan telah dirumuskanng definisi Landas Kontinendi dalam
UNCLOS 1982sebagadokumenHukum Laut Internasional. Indonesiabagai
salah satu negarperatifikasi harus tunduk kepada UNCLOS 1982 dan
kemudian meratifikasKonvensitersebutdenganUndangundangNomor 17
Tahun 1985.

Dengan diundangkannydndangundangNomor 17 Tahun 198%lapat
diartikan bahwa Indonesidelah mengakui ketentuatUNCLOS 1982 secara
keseluruhan  Padahal Undangundang Nomor |7 Tahun 1985 hanya
mengadopsi definisi Landas Kontinen secara yuridis tetapi belum
medaksanakannydi semua hgian dasar laut yang secara yuridis dapat diklaim

sebagai landakontiesia. Selain dari Wangundang Nomor 1 Tahun 1973,
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sampai saat ini belum ada peraturan setingkat uadadgng yang mengatur
Landas Kontinensecara terperinci.Dengan demikianPemerintah tidak
mempunyai dasar hukum yang kuat untuk meng&egiatan di Landas
Kontinen terutama diLandas Kontinendi luar 200 mil lautyang dikenal
dengan istilahLandas KontinerEkstensi Oleh karena itu ketentuddndang
undang Nomor 1 Tahun 19%8ntangLandas Kontinerindonesia yangnasih
berlakusampaisaatini sudah tidak relevatagi dengan perkembangan hukum
laut internasional Adanya perbedaadalam pendefinisianLandas Kontinen
yang sangatmendasaiantaraKonvensi Jenewd 958 denganUNCLOS 1982
menjadi alasarutama tentangperlunya dilakukan pembuatanndangundang
Landas Kontinenyang baru untuk menggantikan Undangmdang Nomor 1
Tahun 1973.

1. UndangundangNomor 1 Tahun 1973

UndangundangNomor 1 Tahun 1973 tentangandas Kontinen
Indonesia dibat berdasarkan Konvensienewadan Draft Konvensi
Hukum Lautinternasional. Draft tersebut dikenaébagaRevised Single
Negotiating Text(RSNT), sebelum disempurnakan dan pada akhirnya
disahkankan menjadi Konvensi Hukum Laut Internasional yang baru pada
tahun 1982. Oleh karena itu terdapat beberapa perbetmaasar antara
materi muatanundangundang dengan Konvensi Hukum Laut 1982.
Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perkembangan dalam rezim
hukum laut internasional antara Konvensi Jenewa 1958 dengan Konvensi
Hukum Laut 1982, khususnya perkembangan pemahaentang konsep
Landas Kontinen Perkembangan pemahaman umat manusia tentang
konseplLandas Kontinerterutama dipengaruhi oleh berbagai penemuan
ilmiah tentangkondisi dasar laut dan samudela@am Eeabeddan deep
ocean flooy.

Terdapat perbedaayang mendasarantara rejim hukumLandas
Kontinen berdasarkalJNCLOS 1982 dnganKonvensiJenewaTahun
1958. Konvensi Jenewd 958 masih menggunakan kriteria keterikatan
geomorfologis ratural prolongation dan kemampuan eksploitasi
(technical exploitability, sedangkan UNCLOS 1982 menggunakan

kriteria jarak (distance criteriad sebagai patokan untuk menentukan lebar
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Landas Kontinemegara pantayaitu sejauh 200 mil laytdengan catatan
dapatmdebihi 200 mil lautapabila dapat memenupersyaraan tertentu.
Konvensi Jenewal958 yang menggunakan prinsip kemampuan
eksploitasi {echnical exploitability hanyamenguntungkan negaregara
yang memiliki teknologi majisajadi bidang pertambangarséaliknya
UNCLOS 1982 memberikan rumusan hukum yaelgih jelas dan dil
bagi semuanegarauntuk memanfaatn potensi sumber daya alam di
Landas Kontinen

Sementara itu, dsil penelitian kelautan yang dilakukan oleh BPPT,
Bakosurtanal, Oceanografi LIPI dan Dishidros TNI AL menunjukkan
bahwa Indonesia dap memperluas &M Landas Kontinenya,
khususnya untultandas Kontinerdi sebelah baraPulau Sumatera dan
sebelah utara Pulau Papua. Hasil penelitian tersebut harus segera
ditindaklanjuti dengan perubahan undanglang nasional agarhasil
penenuan ilmiah tersebut dapat diakui oleh duniaternasional. Oleh
karena itu prubahan atapenggatian UndangundangNomor 1 Tahun
1973 mutlak harus segera dilakukan untuk memperkpahgakuan
internasionahtaseksistensLandas Kontinerindonesia.

Untuk itu diperbkan adanya ketentuasetingkat undangndang
agar sesuai dengagerkembangan baru, khususmgaim hukum Landas
Kontinen dalam Hukum Laut Internasionatebagaimana mteuat daam
UNCLOS 1982.Penyesuaian yang utama adalah dalam metode penetapan
batasterlua Landas Kontinenagar sesuai dengan rezim hukum laut
intemasional yang saat ini berlakterutamaberkaitandengansegenap
implikasi dari perumusan definisi hukaya. Di samping itumateri
muatan Undangundang Nomor 1 Tahun 1973masih bersifat sangat
umum (lanya terdiri dari 14 pasalpadahal pengaturanpemanfaatan
Landas Kontinenharus dilakukan secarakomprehensif dan mampu
mergakomodasikan berbagai kepentingan secdiatas sektoral.
Selanptnya, wtuk menjamin terciptanya dimonisasihukum nasional,
upayauntuk menggantindangundangNomor 1 Tahun 1973 harus pula
memperhatikan keterkaitannya dengan berbagai peraturamdaergy

undangarnerkaitlainnya.
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Selanjutnya beberapa peraturgreraturan pemdangundangan
terkait yang perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasadalah
peraturanyang berkaitan dengan masalah status hukum, pemberian izin
operasi atau eksplorasi/eksploitasi pemaafaaumber daya hayati dan
northayati, kemungkinaterjadinyapencemaramaut sebagaiakibatdari
berbagaikegiatan diLandas Kontinen termasuk sistem damekanisme

penegakan hukumnya.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985
Dencgan telah diratifikasinya UNCLOSL982 dengan Undang

undangNomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Lau
1982, makaerdapat dualisme pengaturan mengenai rezim hllamdas
Kontinen di Indonesia. Dengan kata lain terdapat peraturan setingkat
undang yang satu sama |laangaberbedasecara konseptual. Di satu sisi
Indonesia tidak secara eksplisit menddbndangundangNomor 1 Tahun
1973, walaupun materi muatannya, terutana mengenai defiargias
Kontinen sudahtidak sesuai lagi dengaperkembangarrezim hukum
Landas Kontinenmenurut Hukum Laut Internasional Di sisi lain
Indonesia mengadopsi berlakunya rezim hukum baru, yang notabene
hanya merupakan salah satu bagian saja (Bagian VI) dari keseluruhan
materi muatan UNCLOS 1982 yang sangat besar. Apabila dilihat dari
aspek asas hukum, kondisi demikian tidak perlu terlglarchasalahkan
karena asas hukum mengatakan bafiné&kum yang barumengalahkan
hukum yang | amao. Demi ki an pula da
yang baru tentangandas Kontinememberikan harapan yang akan lebih
menguntungkan dibandingkan dengan beapggeguh pada rezim hukum
yang lama. Pemikiran itulah yang mendasdaisanuntuk menerbitkan
Undangundang Nomor 17 Tahun 1985.
Sementargpendapamenyatakarbahwakepentingan Indonesia atas
kekayaan alam diandas Kontinersampai sejauh 200 mil laut rd@aris
pangkal kepul auan s dedganterbitreygp Wntdangi d i a me
undang Nomor 17 Tahun 1985 Pendapat demikian tidak sepenuhnya
benar karenalndonesia masih berpelng mengajukan usulan agar

mendapatkan pengakuan internasional umbgkguasalandas Kontinen
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lebih dari 200 mil laut, pabila dapat menunjukkan buktukti ilmiah
sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 76 UNCLOS. Pemikiran inilah
yang mendasari perlunya dirumuskan RUWEndas Kontinensebagai
pengganti Undangndang Nomor 1 Tahun I9 yang sudah using.
Pertimbangan lain adalah fakta menunjukkan bahwa UNCLOS 1982
mengaturrezim hukum Landas Kontinendi dalam bagian tersendiri.
Fakta ini dapat diartikan bahwa UNCLOS 1982 masih membuka
kemungkinan untuk mengakomodasikan perkembangarrpuan ilmiah
yang menunjukkan adanya perbedaan karakterisiikdas Kontinerdi
antara masingnasing negara pantai. Selain daripada itu UNCLOS 1982
hendak memberi kesempatan kepada ISBA untuk mendapatkan sebagian
dari hasil eksploitasLandas Kontinendi luar 200 mil laut. Dengan
demikian,Landas Kontiner200 mil laut adalah hak yang diberikan oleh
Hukum Internasional kepada negara pantai. Hak ini diberikan secara
otomatis bersamaan waktunya dengan saat berlaku efektifnya UNCLOS
1982, yaitu 16 Novembet994. Dengan kata lain, pemberian ek
berdaulat kepada negara pantai a@msdas Kontinersejauh 200 mil laut

saja tidak akan memberikan efek yang dapat membawa keuntungan
kepada ISBA sebag@dadan yang mewakili kepentingan seluruh umat
manusia.

Dari uraian di atasdiharapkan untukdapat dipahami bahwa
perumusan RUULandas Kontineryang baruisudah mendesakalau tidak
hendak dikatakan sudadgak terlarbat. Selain dari itu RUULandas
Kontinendihajatkan untukdapatmemberikan dasar hukuyang menadai
bagi berbagai kegiatan diandas Kontinenterutamakegiatan penelitian
mengenai kondisi dasar lautdan kekayaan alanyang terkandung
didalamnyadi sekeliling Kepulaun IndonesiaDalam hal ditemukannya
bukti-bukti yang mengarah pada pemenuhan peasyarpengakuan
internasional adanyhandas KontinerEkstensi sebagaimana ditentukan
dalam Pasal6 UNCLOS 1982, perlu kirgta untuk segera disampaikan
kepada The Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS).

Pengajuaruntuk pengakuan internasial atasadanyaLandas Kontinen
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3.

diluar 200 mil dapat dilakukan secara berangsgsur partial

submissioh

Peraturan Perundang-undanganTerkait Lainnya

a.

UndangundangNomor 5 Tahun 1990 tentang Koservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undangundang ini dihajatkan untuk melindungi bagian
bagian tertentu dari wilayah yurisdiksi nasional yang memilik status
sebagai &wasan pektarian alamKawasan Pelestarian Alamaik
di darat maupun di laptmempunyai ciri kas tertentu yang
berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan, pengawetan
keaneragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara
lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Untuk itu perlu
pula diperhatikan peratan pelaksanaannyayaitu : Peraturan
PemerintahnNomor 18 tahun 999 tentang Pengelolaan Limbah
Bahan Berbatiyya dan Beracun; daReraturanPemerintanNomor
19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau
Perusakan Laut. Dalam hal ini pencemaranlaut yang timbul
sebagaiakibat dari kegiatanekspbrasi dan eksploitasidi Landas
Kontinenyang menyebdtan kerusakan kawasan pelestarian alam,
terutama yang statusnya ditetapkan oleh lembaga internasional yang

berkompetenharusmendapat sanksi yarsgtimpal

UndangundangNomor 36 Tahun 199%entangl elekomunikasi

Pasal 12 ayat (2Jari undangundang ini menyatakamahwa
pemanfaatan atau pelintasan sarana telekomunikasi melalui tanah
negara dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku pula terhadap sungai, danau atau laut, baik peamuaut
maupun dasar lautUndangundang ini merupakan dasar hokum
bagi pelaksanaan kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi di
bawah laut.Walaupun ketentuan ini berlaku di dalam wilayah
yurisdiksi nasional, namun kebebasan peletakan kabel dardipipa
dasar laut telah memperoleh jaminan hukum internasional. Dalam

hal peletakan kabealan pipadi dasa laut yang merupakan bagian
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dari Landas Kontinemegara pantai tentu perlu pula melibatkan
kewenangan negara pantai yang bersangkutarKewenangan
negara pantai paling tidak untuk memberikan rekomendasi
mengenai arah lintasan yang aman untuk mencegah timbulnya
gangguan, baik terhadap kepentingmgara pantai maupun untuk
mencegah timbulnya gangguan terhadap keamaketrel itu

sendiri, temasuk negara pemiliknya.
Pasal 45 Sanksi admistrasi berupa pencabutan izin.

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama
6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak FRx060.000,00
(enam ratus juta rupiah).

Sanksi terhadap pelanggaran dalam peletakan kabel/pipa
bawah laut hanya dapat diterapkan apabila pelanggaran terhadap
ketentuan perizinan dilakukan didalam wilayah yurisdiksi nasional
dan pelaku pelanggaran berstaieganegara Republik Indonesia.
Sebaliknya sanksi tidak dapat dikenakan terhadap pelaku
pelanggaran berstatus kewarganegaraan asing dan peletakan kabel
bawah laut tunduk pada prinsip kebebasan di laut lepas.
Pengaturan perizinan mungkihanya dapat dkenkan kepada
perusahaan telekomunikasi berkebangsaan Indonesin d
berdomigli di dalam wilayah vyurisdiksi Republik Indonesia
Kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan sebelum
pelaksanaan kegiatamdtification) mungkin hanya kan berlaku
efektif melali jalur diplomatik, tetapi itupun hanya bersifat
sukarela. Notifikasi tidak dapat bersifat kewajiban, kecuali apabila
kabel bawah laut harus melewati bagmagian tertentu dari laut

wilayah sebelum kemudian memasuki laut lepas kembali
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UndangundangNomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undangundang ini merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan
pertahanan dLandas Kontinenndonesia. Pasal 2 dari undang
undang inimenyatakan bahwa

Hakikat perhanan negara adalah segla upaya perteéhanan
bersfat semeta yang peryelenggaraanya didasarkan pada
kesadaran atas hak dan kewajibanwarga negara serteeyakinan
pada kekatan sadiri.

1) Pertahanan negara disusunberdasarkan pmsip demokrasi,
hak asasimanusia, kesejdnteraan umum lingkungan hidup,
ketentuan hukum nasional, hukum internasonal dan
kebiasaan internasicnal, serta prinsip hidup berdampingan
se@ra camal.

2) Pertahanan negara disusun éngan memgrhatikan kondisi
geografis Imdonesiasebagainegara kepulauan.

Pasal 1@Gyat (3)

Tertara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan

pertahanan regarauntuk :

a. mempertehankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;

b.  melindungi kehormatan dain keselamadn bangsa;

c. melaksanakanOperasi Militer Sdain Paang; dan

d. ikut serta se@ra aktif dalam tugaspemeliharaan perdamaian
regional dan internasiaal.

Dari kutipan di atas tidak terlihat relevansi antara pertahanan
negara dengan kegiatanldindas Kontineryang senyatanya bukan
merupakan bagian dari wilayah kedaulatan nasiondindang
undang ini hanya mempunyai kekuatan berlaku di dalam wilayah
nasional, kecuali apabila beragnar ada ancaman nyata dari luar
yang dapat mengancam keutuhan wilayah nasionaalaupun
demikian, dalam kaghnyadengarkeamamn Negara, RUU_andas
Kontinen seperti juga halnya Undammpdang Zona Ekonomi
Eksklusif, harus memberikan kewenangan pengawasan dan
penegakkan hukum secara eksplisit kepada -AINI dalam
kedudukannya sebagai aparat pertahanan dan keamanan negara di
lautan. Dengan dekian, TNI-AL dapat mengemban fungsinya
sebagai bagian dari sistem pemberitahuan daairl{ warning
system dalam menangkal bahaya sebelum sampai kedalam wilayah

kedaulatan nasional.
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d. UndangundangNomor 18 Tahun 200fntang Sistem Nasional
Penelitian Pengembangatan Penerapafimu Pengetahuan dan

Teknologi
Undangundang merupakan dasar hukum bagi penelitian di

Indonesiatermasuk penelitian kelautanPelaksanaan lebih lanjut

dari undangundang ini diatur melalui peraturan pemerintah, seperti:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Taun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Petikanan

2)  PeraturanPemerintaiNomor 48 tahun 200&ntang Perinan
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan
Penerapan limu Pengetahuan dan TeknologigyBerisiko
Tingg dan Berbahaya.

e. Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

sebagaimana diubah dengan d@ndundang Nomor 45 Tahun
2009

Undangundang ini merupakan dasar pengaturan kegiatan

pengelolaan perikanan di Wilayah Perikanan Indonesia, yang
mencakup: Pairan Kepulauan, Laut Wilayah, dan Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia. Keterkaitan undangdang inigan RUU
Landas Kontinenadalah mengenai pengelolaan jegeisis ikan

yang termasuk kedalam kelompok organisme sedeséstefitary
species Berdasarkan Pasal 77 ayat (4) UNCLOS 1982, yang
dimaksud dengan organsime sedenter yaitu organisme yang pada
tingkat sudah dapat dipanen dengan tidak bergerak berada pada atau
dibawah dasar laut atau tidak dapat bergerak kecuali jika berada
dalam kontaMisik tetap dengan dasar laut atau tanah dibawahnya.
Jenisjenis ikan ini tidak tunduk pada rezim hukum Zona Ekonomi
Eksklusif melainkan tunduk pada pengaturan rezirandas
Kontinen Artinya Indonesia sebagai negara pantai tidak
diwajibkan untuk berbaghasil dengan negara lain. Negara lain
tidak dapat menuntut untuk berbagi surplus, apabila @dapun

apabilalndonesia tidak memafaatkannya sekalipun.
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UndangundanagNomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undangundang ini merupakan dasar hukbagipelaksanaan
pengaturan di bidang pelayaran dan perkapalan di Indonesia.
Pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam beberapa peraturan
pemerintah, sepertiPereturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010
tentang Kenavigasian; dan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairdbalam ketentuan
umum ULhdangundang Pelayaran disebutkan bahwaelaiaran
adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan,
kepelabuhan, keselamatan dan keamanserta perlindungan
lingkungan naritim. Kegiatan pelayaran pada umumnya adalah
mengangkut barang atau penumpang dari satu lokasi ke lokasi lain
atau darisatupelabuhan ke pelabuhan lain, keselamatan pelayaran
dan peirihdungan lingkungan maritim dari pencemaran babetman

pencemar yang berasal dari kapal.

Peraturan atau undammdang untuk kegiatarkelautan
lainnya, seperti perikanan, pariwisata, pertaargan migas di lepas
pantai, semuaya mengacu pada m#langundang Pelayaran.
Padahal, jenis kegiatan untuk kegiatan pertambadgkpas pantai
sangat berbeda deng#egiatankapatkapal yang berlayar antar
pelabuhan mengangkut barang atau penumgpedgm hal ini rlu
dipahami bahwa kegiatan pelayaran sudah sejakbbdabad
mengembangkan system pengaturan sendiri untuk melindungi
kepentingan semua bangsa. Oleh kararah pengaturakegiatan
kelautan lainnya, termasuk pertambangan di laut leymsg
menyusul keradian sudah seharusnya untuk menghormati
kepentinga pelayaran. Apalagi pada kenyataannya hukum laut
internasionamenempatkan posisektorpelayaran sebaghkegiatan
yang dilindungi oleh asas kebebasan laut lep@deh karena itu
pula RUULandas Kontinerharus memberikan keleluasaan kepada
kegiatan pelyaran, khususnya dalam merumuskan pengaturan

kegiatan pertambangain Landas Kontinewli luar 200 mil laut.
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UndangundangNomor 30 Tahun 200@&htang Ketenagalistrikan

Undangundang ini memat ketentuan mengenpaelaksanaan

kegiatan pemasangan instalastrik di bawah laut.

Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan,
Mineral dan Batubara

Undangundangini pada dasarnya mengatur penambangan
mineral di daratan. Namutemikianketentian yang relevan akan
dapat diberlakukan manakala ditemukan sumber daya mineral di
Landas Kontinemndonesia.

UndangundangNomor 32 Tahun 2009 tentan&erlindungan dan
PengelolaarLingkungaHidup

Undangundang memberikardasar hukum untuk kegiatan
pengawasan lingkungan dan pencegahan serta penindakan terhadap
pelakupencemaran yang mengakibatkan kerusakan lingkuagéan
Pemerintah wajib mlaekukan pengawasan dan pemberiagin i
secara ketat dan selektif terhadap para pengelola usaha
pertambangardi lepas pantai Undangundang ini dapat dapat
dijadikan sebagai dasar dalam pengawasan lingkungan laut dan
pencegahan pencemaran serta penindakan terhadap pembuangan
limbah di laut. Masalah ini sudah diatur sebelumnya dalam
Peraturan Pemerintah Nomor T&hun 1999 tentan Pengendalian
Pencemaran daatau Perusakan Laut

Namun demikian,ketentuan yang termuat dalaomdang
undang ini tidak secara eksplisidinyatakan berlaku terhadap
kegiatan di dimana negara Republik Indonesia melaksanakan
kedaulatan, Haberdaulat, dan yurisdiksinyaPadahal seharusnya
undangundang ini dapat diberlakukan terhadap kegiatan
perambangan di luar wilayah kedaulatan negara. terutama dalam
upaya pengaturan pencegahan pencemk@nyang diakibatkan
oleh kegiatan eksploregan eksploitasiandas Kontinen
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UndangundanoNomor 4 Tahun 2011 tentanqg Informasi Gpasial

Pasal 1 angkél4) Undangundang Geospasiaiendefinisikan:

Peta Lingkungan Laut Nasional adalah peta dasar iyemgberikan
informasi secara khusus untuk wilayah la®elanjutnya, Pasal 37
menyatakan bahw@enyimpanan dan pengamari2eta Geospasial
(DG) danInformasi GeospasiglG) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 hurufc) merupakan cara menempatkan DG damp#@a
tempat yang aman dan tidak rusak ataargl untuk menjamin
ketersediaan I1G.

Dalam hal ini terdapat hubungan yang erat antara
Penyusunan RUU tentahgndas Kontinemlengan Wdangundang
Informasi Gegpasial. Oleh karena itpembuatan peta lingkungan
laut rasional dan penyimpanan data yang berkaitan dengan kondisi
Landas Kontinedndonesia harus mengikuti arahan pada P2Sal
huruf (c)Undangundang Nomor 4 Tahun 2011 tentamgformasi
Geagpasial

UndangundangNomor 22 Tahun 201%entang Minyak Bumdan
Gas

Undangundang ini menjadi dasar hukum untuk melakukan
eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik di daratan
maupun di lautan. Pasal 39 ayat (1) huruf (Hyndangundang
Migasini menyatakan bahwa;
oPenetapan kebi j akusaha nmmgak gan rgasi keg
bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya minyak dan
gas bumi yang dimiliki; kemampuan produksi; kebutuhan bahan
bakar minyak dan gas bumi dalam negeri; penguasaan teknologi

aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidumakepuan
nasional; dan kebijakan pembanguna

Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945,
kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi pada
dasarnya dilakukan oleh Pemerintalalam kegiataneksplorasi
dan eksploitasi sumber daya alam pentah wajib mé&kukan
pengawasan dan pemberiazini secara ketatdan selektif
Pemberian izin dengan mempertimbangkan asspek
kemakmuran rakyatpemasukan pendapatan negara melalui pajak
usaha serta jangka waktu usaha yang diberik&ersyaratan
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tersebut dimaksudkaagarkeseimbangan hasil alam dari eksploitasi

pertambangatetap terjagalengan baik

Konvensi Jenewa 1958

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Geneva tentaagdas Kontinen
tahun 1958 dengddndangundangNomor 19 Tahun 1961. Ratifikasi tersebut
disertai dengan suatu reservéasinwa yang dimaksudkan dengkaot lepas
dalam Konvensi tersebut adalah bagian laut yang terletak diluar Perairan
Nusantara Indonesia. Namun Sekjen PBB menolak interpretasi olemebido
ini karena menyangkut reservasi terhadap paasél yang oleh Konvensi
sendiri tidak boleh dilakukan reservasi. Oleh karena Konvensi telah diratifikasi
oleh Indonesia, maka Indonesia sudah melaksanakan wewaeargnangnya
atasLandas Kontinersesuadengan ketentuan Konvensi Geneva tahun 1958

tersebut.

Sesuai dengan kondisi pada saat itu, sejak tahun 1968 Indonesia telah
membentuk Tim Teknikandas Kontineryang kemudian merundingkan batas
batas Landas Kontinen Indonesia dengan negamagara tetargp.
Perundingasperundingan tersebut telah menghasilkan persetyjaesetujuan
dengan India, Thailand, MalaysiaapiaNew Guineg dan Australia. Adapun
perundingan dengan Vietnam dan Filipina yang telah dilakukan sejak bertahun
tahun, namun sampai sebag belum memperlihatkan hasil yang konkrit,
kecuali dengan Vietnam. Walaupun demikian, perjanjian garis hatadas
Kontinen antara Indonesia dengan Vietnam, tertanggal 26 Juni 2003, telah
diratifikasi oleh Vietnam tetapi belum diratifikasi oleh IndomedDemikian
pula halnya dengan perjanjian garis batas ZEE Idamdas Kontinenyang
terakhir dengan Australia (1997). Dalam hal ltandas KontinerAustralia
ada yang terletak di dalam ZEE Indonesia, sehingga belum diratifikasi oleh
kedua negara.

Semerdira itu, berdasarkan Konvensi Geneva 1958, Indonesia telah
mengeluarkan suatu pengumuman tenthagdas Kontinerpada tanggal 17
Februari 1969 yang diikuti dengan penetapknmdangundangNomor 1 Tahun
1973 tentand.andas Kontinerindonesia.Undangundangini pada dasarnya

masih merujuk kepada Konvensi Geneva 1958 tentamglas Kontineryang
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kini sudah tidak berlaku lagi, baik bagi Indonesia maupun bagi neggaa
lainnyg khususnyaNegaranegara yang sekarang telah menjadi peserta
Konvensi Hukum Laui982 ( Pasal 311 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982).
Argumen ini menjadi semakin kuat karena pada waktu itu ratifikasi Indonesia
terhadap Konvensi Hukum Laut Geneva 1958 telah ditolak oleh Sekretaris
Jenderal PBB. Dengan kata lain Indonesia telah teakfitk melaksanakan
ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, khususnya Bagian VI tentang Rezim
Hukum Landas Kontinensejak pemberlakuannyg@cara resnpada tanggal 16
November 1994.

Perjanjian Landas Kontinen dengan NegaranegaraTetangga

Sampai saat initerdapat beberapa wilayah Indonesia yawgrlap
dengan negara tetangga belum ditentukan dan disepakati batas maritiaikya,
menyangkut laut wilayghzona tambahan, ZEE mauplandas Kontinen
Perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak berkaitan derayzaas
Kontinendapat dirangkum sebagai beriKjunarsjah dan Dewantara, 2002

1. Indonesia- Australia

Perjanjian yang dibuat antara Indonesia dengan Australia telah
menghasilkanketentuan yang merugikan Indoneskerugian tersebut
terjadi karena tidak ditegakkannya prinsigextensive principleDalam
hal ini batasLandas KontinenAustralia overlap kedalam batas ZEE
Indonesia, sehingga menyebabkan batasdas Kontinerebih dekat ke
pantai Indonesia. Apabila diterapkeo-extensive principlemnakabatas
Landas Kontinenindonesia seharusnya berhimpitan dengan batas ZEE
Indonesia. Namun patut disayangkan, bahwa dalam perjanjian perbatasan
ZEE danLandas Kontinemntaraindonesia dan Australia 1997, Indonesia
tampaknya telah menyerahkan penetapan lhatadas Kontinenersebut
kepada Australia, bahkan termasuk daerah dasar laut yang berada dalam
batas 200 mil laut ZEE Indonesia
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Indonesia- Malaysia

Perjanjian bataslLandas Kontinen dengan Malaysia masih
menggunakan UNCLOS 1958 sebagai acuan. Dengan demikian, terdapat
persetujuan yang merugikan Indonesia karena garis bladasias
Kontinen antara kedua negara lebih dekat katpalndonesia di Selat
Malaka, karengerjanjianmenggunakan prinsimedian line Disamping
itu di Laut Sulawesi, pembicara@embicaraan telah dimulai setelah
Mahkamah Internasional memberikan putusan terhadap sengketa Pulau

Sipadan dan Pulau Ligitan.
Indonesia- Vietham

Perjanjian antara Indonesia dengan Vietnam belum dapat
menyelesaikan batdsandas Kontinerantara kedua negardarak antar
pulau yang berdekatan antara kedua negara tidak lebih dari 24&umil
Vietnam bersikeras untuk tidak menggunakan UNCLOS 1982 sebagai
acuan secara menyeluruh. Persetujuan dengan Vietnam tampaknya telah
selesai, dengan catatan bahwa batas ZEE masih dalam proses
penyelesaian. Walaupun persetujuan tersebut belum diratifibdah

Indonesia, tetapi secara internal Vietham telah meratifikasinya.
Indonesia- Palau

Untuk menarik suatu batas ZEE yang adil, mengingat jana&ra
P. Helen (pulau palingetatan Palau) dengan P. Fani/P.P. Asia kurang
dari 400 mil laut, maka sebaia diterapkan metode pengukuran sama

jarak equidistance
Indonesia- Philipina

Perjanjian antara Indonesia dan Philipina masih belum berhasil
menetapkan batasandas Kontinenantara kedua negara. Tertundanya
perjanjian antara kedua negara ini lebih didddan karena belum
akuratnya titiktitik pangkal yang digunakan oleh Philipina. Akan tetapi
berdasarkan jarak antara kedua negara di utara Sulawesi kemungkinan
besar perundingan penentuan bai@sdas Kontinermntara kedua negara
ditetapkan berdasarkan mpsip median line Pemasalahan dengan
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Filipina, baik di Laut Sulawesnaupun di perairan aarta Mindanao dan
Sulawesi Utaramaupun di Samudera Pasifikelom menghasilkan

kesepakatan.

PengaturanLandas Kontinen di beberapa Negara

Berikutini disampaikan hasil studiandng mengenai pengaturdrandas
Kontinendi beberapa negar&tudi banding diarahkamtuk dapat memperoleh
gambaran mengend&est practicesyang mungkin dapat dimanfaatkan dalam
perumusan kebijakan pengaturan yang sesusjatekondisi permaalahan di
Indonesia. Studi banding ini dilakukan terhadap pengatuaadas Kontinen
di empat negara, yaitu Amerika Serikat, Filipina, Malaysia danfejmilihan
Amerika Serikat didasarkan pada kenyataan bahegara ini merupakan
pdopor pemikiran dalam perumusan konsepandas Kontinersejak tahun
1945. Malaysia dipilih dalam posisinya sebagai pesaing dalam penanaman
modal dan introduksi teknologi. Sedangkan Filipina dan Fiji dipilih karena

kemiripan bentuk geografis dengan ssadbtukum sebagai negara kepulauan.
1. Amerika Serikat

Landas Kontinenmerupakan zona maritim yang penting bagi
Amerika Serikat karena mengandung surdignber kekayaan alam
yang berhargaselain merupakan habitat kehidupan laut yang vital.
Pendayagunaan dan pelestarizamdas Kontinerterus dilakukan sambil
berusaha menentukan batasnya seraya melaksanakaimakmgia
berdasarkan hukum kebiasaan internasional. Sebagaimana sudah
tercantum di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS), setiap
negae pantai secara otomatis memillandas Kontinersampai selebar
200 mil laut fautical milénm) dari garis pangkal laut wilayaya.
Bahkan dalam hdtal tertentu, suatu negara pantai dapat meniilkidas
Kontinenmelebihi 200 nm apabila dapat terpenudbérapa persyaratan.
Landas Kontineryang lebarnya melebihi 200 nm pada umumnya disebut
"Extended Continental Shelf (ECS). Amerika Serikat sangat
mengutamakan penghitungan yang akurat dalam menentukan batas luar

Landas Kontinenya.
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Sejak 2001paraapara negaraAS telah mulai mengumpulkan dan
menganalisa data untuk menentukan batas terlG& Emerika Serikat.
Proses pesntuan batas terluar ECS membutuhkan pengumpulan dan
analisa data yang menjelaskan mengenai kedalaman laut, bentuk
geografis, dan karadristik geofisik dari dasar laut dan lantai lastif
sea floo). Amerika Serikat mengakui bahwa ketentuan yang mengatur
ECS adalah hukum internasional, yaitu Pasal 76 UNCLOS 1982 dan
sampai saat ini terdaftar lebih dari 80 negara yang meniibkidas

Kontinenlebih dari 200 naittal mile.

Sebagaimana layaknya negara lain pada umumnya, Amerika Serikat
memiliki ketertarikan yang mendalam untuk mengetahuirdanyatakan
kepada negara laibatasan persis dari E@§a dan juga batasan dimana
hak berdaulatnydapat dilaksanakan. AS memiliki hak berdaulat terhadap
sumber daya alam pada dan dibawah dasar laut, termasuk, makhluk hidup
jenis sedenter, seperti lobster, kepiting, darakgkerangan Walaupun
ada kemungkinan terdapatnya sumber daya hidrokarbondkjiggs, gas
hidrat) pada daerah lebih dari 200 nm, AS lebih mentargetkan penemuan
sumber daya mineral, seperti nodul mangan, kerak ferromangan, dan
polimetalik sulfida. Adanya definisi secara pasti batasan ECS AS akan
memberikan kepastian yang akan besgumtlk pengembangan dan

konservasi di bagiabagian lautertentu
a. Pengaturan Hukum

Landas KontineAmerikad i a t u Proctamatidn 2667 of
September 28, 1945 Policy of the United States with respect to the
natural Resources of the Subsoil and 8=al of the Continental
S h e lathubumumnya dikenal dengdhT r u ma n Procl amat
Tujuan proklamasi tersebut adalah untuk mendefinisikan batasan
jurisdiksi Amerika Serikat atas dasar laut dan tanah di bawahnya di

Landas Kontinen

Tujuan dariTruman Proclaration atau Proklamasi Truman,
adalah untuk mengekspankandas KontinenAmerika Serikat.

Alasan kepentingan dibalik ekspansi ini adalah untuk tujuan
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konservasi dapengembangan pemanfaatan sunrswgnber
kekayaan alam di dasar laut. Dari segi administratdritas yang
memiliki wewenang atakandas Kontineradalah Menteri Dalam
Negeri Gecretary of the Interigr Dalam hal ekspandiandas
Kontinen Amerika Serikat berhimpitan dengé&mandas Kontinen
negara lain, maka batagurisdiksi dan pengawasannya akan
dinegosiasikan oleh Amerika Serikat dengan negara lain yang
bersangkutan.

Proklamasi Truman telah dikodifikasi ol€uter Continental
Shelf Acf{OCSLA), yaitu undangindang yang mengkonfirmasikan
jursidiksi eksklusif Amerika Serikat atas sumisember keliyaan
alam diLandas Kontinerdi luar batas 200 nm. Undawngdang
tersebut secara spesifik mengatur hak kebebasan berlayar di laut
lepas yang dibawahnya merupakdandas KontinenAmerika
Serikat. Truman Proclamatiormerupakan gabungan kolektif dari
Proclamation 2667,dan Proclamation 2668tentangPolicy of the
United States with Respect to Coastal Fisheries in Certain Areas of
the High SeasPelaksanaan dari undangdang ini dilaksanakan
pada masa jabatan Presiden Rooselvelt, walaupun dikeluarkan pada

mas jabatan Presiden Truman.
Pelaksanaan

Definisi yang tepat, estimasi dan penelitian mengenai kondisi
geografis Landas KontinenAmerika Serikat telah memberikan
kejelasan dan kepastian yang bermanfaatuku melindungi,
mengelola, damendayagunakan sumsumber kekayaan alam
yang terkandung didalamnyaDalam hal ini pengakuan
internasional sangat penting artinya dalam rangka pengembangan,
konservasi, dan perlindungan terhadamdas KontinerAmerika
Serikat.

Luasnya Landas KontinenAmerika Serikat mencerminkan
sumbersumber kekayaan alam yang terkandung didalamnya

bernilai milyaran bahkan trilyunan dollar. Sebuah kutipan dari
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berita tertanggal 25 Januari 2012 menyatakan bahwa Presiden
Barrack Obama telah meamntahkan agar lebih dar5% Landas
KontinenAS dibuka untuk produksi minyak dan gas bumi. Presiden
Barrack Obama menyatakan dal&tate of the Union Message to
Congresshahwa walaupun level produksi hidrokarbon tertinggi di
dunia selama 8 tahun terakhir ini adalah di Amerikak&g namun

tingkat produksi ini masih belum memadai.

Pada 20 Desember 2001, Federasi Rusia mengajukan proposal
pernyataan batdserluar dariLandas Kontinenya. Proposal tersebut
membuat Rusia menjadi negara pertama yang mengajukan
informasi tersebut lwda Comission on the Limits of the
Continental Shelf (CLCS), yang kemudian mendistribusikan
informasi yang diberikan Rusia tersebut kepada semua negara
anggota PBB agar diketahui. Amerika Serikat, salah satu dari lima
negara yang merespon dengan sebudurden position papey,
menyatakan bahwa pernyataan Rusi a
besab, karena menyangkut klaim atasandas Kontinen di
Arktik/Kutub Utarg utamanya yang menyangk@ilphaMendeleev
Ridge.
Filipina

Perkembangan pengaturdmndas Kontinen di Filipina bermula
pada saat mulai berlakunya UNCLOS 1982, yaitu pada tanggal 16
November 1994. UNCLOS 1982 memberikan hak kepada Filipina untuk

mengumpulkan bukdbukti ilmiah, untuk kemudian dijadikan dasar dalam

penentuan batas terluaanda KontinenFilipina.

Badan pemerintah Filipina yang berhubungan dengandas
Kontinen adalah Cabinet Committee on Maritime and Ocean Affairs
(CABCOM-MOA), yang terdiri dari Sekretaris Departemen dan Asisten
Sekretaris dari setiap departemen utama dariepatahan Filipina.
Tujuan utama dari pembentukan komite ini adalah untuk

memformulasikan kebijakan dan merencanakan -hbkl yang
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berhubungan dengan kelautan, dan juga hal yang berhubungan dengan
implementasi UNCLOS 1982.

CABCOM-MOA didukung olehTechnicalCommittee on Maritime
and Ocean Affairs (TechComMOA), sebuah komite lain yang
bertanggung jawab dalam hal riset dan pekerjaan teknis, serta
memberikan bantuan kepada legislator dalam pembuatan rancangan
undangundang yang berkaitan dengan kelautan. Aketapi kedua
komite tersebut dibubarkan pada tahun 2001 dan semua fungsinya
dialihkan ke bagianMaritime and Ocean Affairs CentefMOAC)
dibawah Kementrian Luar Negeri Filipina. Adapun kewajiban utama
MOAC, antara lain, adalah:

- Melakukan penelitian

- Mengumpulkan data

- Pengolahan Informasi

- Persiapan untuk negosiasi, dan penentuan penyelesaian
masalah dengan negara lain dalam perancangan dan penentuan
batasbatas maritim

- Perikanan

- Energi

- Eksplorasi mineral

- Eksploitasi laut

- Perjanjianperjanjian  lain yang berhubungan dengan
konservasi, eksplorasi, eksploitasi, perlindungan, pengembangan, dan

pengelolaan sumbaumber kekayaan alam laut.

Sekurangkurangnya terdapat 3 kendala dalam penentuan batas
Landas KontinenFilipina. Pertama, kurangnya pendanaaKedua,
langkanya para ahli teknik dan ilmiaKetiga, kurangnya kualitas data
yang dimiliki untuk menentukan secara pasti batasllaadas Kontinen

Fillipina.
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Pengaturan Hukum

Pengaturan mengenai pemanfadtandas Kontinerfilipina
tertuang dalanRepublic Act No 38%aitu:

- An Act to Promote the Exploration, Development, Exploitation
and Utilization of the Petroleum Resources of the Philippines,
to Encourage the Conservation of such Petroleum Resources;
to Authorize the Secretary of Agriculture and Natural
Resources to Create an Administration Unit and a Technical

Board in the Bureau of Mines; to Appropriate Funds therefore;
and for other Purposes, 1948an

- Presidential Proclamation No 37@eclaring as Subject to ¢h
Jurisdiction and Control of the Republic of the Philippines all
Mineral and other Natural Resources in the Continental Shelf
of the Philippines.

BerdasarkarRepublic Act No 38Tersebut yang diumumkan
pada tanggal 18 Juni 1949, semua sumber kekayaam ydag
terdapat diLandas KontinerfFillipina adalah milik Negara (Pasal
3). Hak untuk pengusahaan sumber kekayaan alam tersebut hanya
dapat dilakukan melalui konsesi (ijin) yang diberikan oleh
Pemerintah Filipina (Pasal 5). Konsesi tidak dapat dianggamaeb
transfer kepemilikan atas cadangan minyak yang ada tetapi hanya
merupakan pemberian hak untuk mengeksplorasi dan

mengeksploitasi dalam jangka waktu tertentu.

Setelah melalui proses yasgngat panjang akhirnya Undang
undang mengenai Garis Pangkal Kigpan Filipina diadopsi pada
bulan Maret 2009 dengan RA 9522 yang merupakan impelementasi
dari rezim Negara Kepulauan yang diatur dalam UNCLOS 1982. Di
antara yang penting terkait dengan pengatlrandas Kontinen
Filipina adalah Philippines Maritime ZonesAct yang telah
diusulkan melaluiSenate Bill No. 273%ang diajukan pada 10
Maret 2011 oleh Senator Antonio F. Trillanes dan sampai saat ini

masih dalam tahap pembicaraan di Congress.

61



Pelaksanaan

Pada bulan April 20009 Fill i pina
submi ssi onrbe Celmenpgsaichaon the Limits of the
Continental Shelf (CLCS) on the outer limits of its continental shelf
extending beyond 200 nautical miles from the baselines of the
Benham Rise Regipdi wilayah sebelah timur Filipina. Daerah ini
kebetulan tidak memiliki sengketa perbatasan laut, berbeda dengan
Landas Kontinerdi sebelah barat yang diklaim juga oleh Filipina

yang sarat dengan konflik Laut Cina Selatan.

Ment er i Lingkungan Filipina men
Ri se0o dapat inmmengd ékspbrtir ais hlamp karena
besarnya deposit metana di area itu. Sebuah penelitian yang
dilaksanakan olehDepartment of Environement and Natural
Resource$DENR) selama 5 tahun terakhir mengindikasikan bahwa
terdapat banyak deposit metana dalaentuk padat. Dikatakan
bahwa pemerintah Filipina hanya perlu menunggu deklarasi formal
bahwa Benham Rise adaldlandas KontinerFilipina, dan juga

bagian dari yurisdiksiya.

Apabila Sekjen PBB menyatakan bahwa Benham Rise adalah
bagi an dar iak&miakanpniemilki,dasdr huaukn untuk
membuat perjanjian eksplorasi dengan perusahaan privat untuk
mengekspl orasi sumber daya al am
Franklin Drilon, Dewan dariChamber 0 s Finance C
berkomentar. Drilon menyatakan bahwa dedda PBB seperti itu
akan berart.i Amenambah | uas wil ay
menj adi 43 juta hektar o, setel ah
Rise. Tampaknya tidak ada klaidari negara lain terhadap bagian
laut tersebut. Menurut Menteri Lingkungan, pilha mengajukan
klaim pada akhir tahun 2008, kemudian mendapat balasan dari
PBB, agar menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. PBB
berniat untuk mengeluarkan resolusi pada pertengahan 2012 untuk

menyetujun klaim mengenhandas Kontinerfrilipina.
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Hilario Davide, pada saat itu Duta Besar Filipina di PBB,

mengajukan bagian dari klaimnya kepada Komisi. PBB menyatakan

bahwa fdasar | aut dan t anah di baw

teritorial 0 sampai sejauh 370
pangkal. Satu ECS dapat lebih dari 370 km dan Filipina

mengklaim bahwa Benham Rise adalah ECS.

Menteri Lingkungan menyatakan bahwa seorang pakar
geologi Amerika Serikat bermarga Benham menemukan daerah

antara kedalaman 40 meter ampai 2000 meter dibawah permukaan

ar pada tahun 1933. itetapi k ami

daerah tersebut berdempetan dengamdas KontinenFilipina.
Kami sudah membuktikan kepada PBB bahwa daeitah
berdempetan. Sekarang PBB sedamampertimbangkan keputusan

ini untuk nantinyadiputuskan sekitar tahun 2012.

Gugusan Kepulauan Kalayan, yang merupakan bagian dari
Pulau Spratly dan Dangkalan Scarborough, yang keduanya
berlokasi di Laut Filipina Barat (Laut Cina Selatan) dan diklaim
oleh Filipina, dipercaya memiliki kandungan minyd&n gas alam
yang meimpah. Ada kemungkinan besarilipina dapat menjadi
eksportir gas di kemudian hari. Sekretaris Lingkungan menyatakan
bahwa adanya permintaan akan deposit gas yang ada di Benham
Rise, karena gas tersebut lebih bersih dari bahan baiarya.
DENR secara formal mengajukan anggaran sebed& 3 miliar
pada tahun 2012.

Malaysia

Peraturan pertama mengehandas Kontinerdi Malaysia adalah
Order Council No. 1517 & 1518yang mulai berlaku pada tanggal 11
September 1958. Secarnestoris, peraturan tersebut mangy batasatas
laut wilayahdan Landas Kontinerdi Borneo Utara (1517) dan Sarawak
(1518) ketika Malaysia masih belum bersatu menjadi negara federal.
Borneo Utara dan Sarawak bergabung dengan Malayan pada 1963, dan

membetuk negara federal yang sekarang dikenal sebagai Malaysia.
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Setelah unifikasi dan pembentukan Negara Federal Malaysia, pada
bulan Mei 1996, undangndang pertama Malaysia mengenhandas
Kontinen adalah Undangndang Nomor 57 Tahun 1966 (UlLkndas
Kontinen). Undangundang initelah diamandemen oleh Undangdang
Nomor 83 Tahun 1972, yang sampai sekarang tetap digunakan sebagai

peraturan yang mengatuandas KontineiMalaysia.

Selain LhdangundangLandas KontinenUndangundang Nomor
311 Tahun 1984 tentang @@ Ekonomu Eksklusif (UU ZEE) juga
memberikan pengaturan tambahan dalam hal aktivitasLatidas

Kontinen UU ZEE sampai harni masih berlaku.
a. Pengaturan Hukum
1) UndangUndangLandas Kontinen

UndangUndang Landas Kontinemmengaplikadian prinsip
prinsip dari Konvensi Landas Kontinen 1958, dimana
penentuan batatandas Kontinenmenggunakan kriteria
kedalaman laut. Pasal 2 memberikan definistandas

Kontinensebagai berikut:

i t h ebed and subsoil of submarine areas adjacent to the
coag of Malaysia but beyond the limits of the territorial
waters of the States, the surface of which lies at a depth no
greater than two hundred metres below the surface of the sea,
or, where the depth of the superadjacent waters admits of the

exploitation ofthe natural resources of the said areas, at any
greater depth. o

Selanjutnya peraturan ini membedakan interpretasi
mengenai AMIi ner al 0 nddngumdangi Pet r o
Landas Kontinendibuat secara umum, Eksplorasi dan
eksploitasi bagiahandas Kontinemdahh hak Malaysia, dan
dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Federal (Pasal 3).
Eksploitasi élam hal pertambangan petrolenmenurut Pasal
4(1) harus dilaksanakan berdasarkanndahgundang
Pertambangan Petroleunafiun 1966.
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2)

Dalam hal eksploitasi meral, Pasal4 ayat (3)
mewajibkan pengambilan lisensi terlebih dahulu. Menteri
adalah otoritas yang diperbolehkan menerbitkan lisensi untuk
menambang mineral diandas Kontinenberdasarkan Pasal
4(4). Pengaturan secara lebih mendalam mengenansagika
lisensi diaur didalam undangndang ini. Undangndang
Landas Kontinen juga mengatur mengenai aplikasi

perundangundangan pidana dan perdata Malaysia.

UndangundangZona Ekonomi Eksklusif

Undarg-undang Zona Ekonomi Eksklusiberfungsi
sebagai tambahan ddyukan merpakan derogasi terhadap
Undangundang Landas Kontinen Pengaturan tambahan
mengenaiLandas Kontinerdi dalam Undangindang ZEE
antara lain, adalah:

a. Tindakan yang dilarang diandas Kontinen kecuali
apabila telah diberikantarisasi, sebagaimartarcantum
dalam Pasal 5(1) adalah:

(1) explore or exploit any natural resources.
whether living or no#iving;

(2) carry out any search, excavation or drilling
operations;

(3) conduct any marine scientific research: or

(4) construct or authorize and regulate the
constrution, operation and use of:

() any artificial island:

(i) any installation or structure for any of the
purpose provided for in section 4 or for
any other economic purpose; or

(i) any installation or structure which may

interfere with the exercise of the rights of
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Fiji

Malaysia in the zone or on the continental
shelf.

b. Mengenai perikanan, dimana aktivitas perikanan di
Landas Kontinenberlaku hukum perikanan tertulis
Malaysia, kecuali jika dinyatakan lain (Pasal 8)

c. Penelitian limiah Kelautan, yang diatur di Pasai20D6
dimana batasan penelitian merupakan diskresi Pemerintah
Malaysia untuk mengatur.

Pelaksanaan

Malaysia telah meratifikasi UNCLOS 1982 pada tahun 1999.
Berdasarkan Pasal 76 (8) UNCLOS 1982, Malaysia memiliki
kewajiban untuk menyampaikan informasengenai batas ECS
nya kepadaKomisi dalam waktu maksimal 10 tahun sejak
diratifikasinya ~ UNCLOS, 1982. Oleh karena itu, Malaysia
memiliki kewajiban untuk mengumpulkan informasi mengenai

Landas Kontinenya selambatnya tahun 2009.

Dengan diratifikasinya UNDBOS 1982, Malaysia juga
berupaya untuk mengamandememdangundanglLandas Kontinen
1966. Pembacaan pertama rancangan undadgng amandemen
UndangundanglLandas Kontinerdi966 dilaksanakan pada 17 Maret
2009. Amandemn undangundang tersebut ditujukan unku
mengubah definidiandas Kontinensehingga mengikuti UNCLOS
1982 dan menyertakan pringppinsip penentuan batakandas
KontinenMalaysia dengan negaregara berbatasan.

Republik Pulau Fiji (Fiji) mengatur hddal mengenaiLandas

Kontinemya dengan Act no 9 year 1970,yang dikenal dengan

Continental Shelf Act, Chapter 148ndangundangLandas Kontinen

Undangundang tersebut berlaku sejak tanggal 30 Desember 1970. Tujuan

pembuatan bWdangundang Landas Kontinensangat jelas seperti

tercantumdi dalambagian pendahuluaga:
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AAn act to make provision for the protection, exploration and

exploitation of the natural resources of the continental shelf of Fiji and
of areas within the territorial limits of Fiji and for matters connected

with that purposeo
(Sebuah undangndanguntuk mengatur perlindungan, eksplorasi dan
eksploitasisumber daya alam yang terdapgat.andas Kontinerkiji dan
areaarea yang termasuk batas teritorial Fiji, serta urusan yang
bersangkutan dengan tujuan digtagndangundangLandas Kontinen
terdiri dai 11 pasal, dengan tambahan peraturan mengssrentuan

batasLandas Kontinerkiji.

a. Pengaturan Hukum

Sebagai awal, perlu dilakukan interpretasi terhadap Pasal 2
mengenai definisdefinsi di dalam Wdangundang Landas
Kontinen Definisi Landas Kontien dibuat menyerupai Konvensi
Landas Kontinerd958, dimand.andas Kontinemlitentukan dengan
kedalaman (200 meter dibawah permukan laut). Perlu diperhatikan
juga, bahwa hahal mengenai sumbedaya mineral diLandas
Kontinen definisi dan prosepenambangannya diatur oleh undang
undang yang lain, yaitutndlangundangPertambangan Fiji. Sumber
kekayaan alanyangdiatur oleh UhdangundanglLandas Kontinen
meliputi segala macam mineral, dan sumber kekayaan atam
hayati lainnya. Cakupan minyak bunfipetrolas mo ter masuk
didalamnya hidrokarbon, campuran hidrokarbon, campuran
hidrokarbon dengan hidrogen sulfida, nitrogen, helium, dan carbon

dioksida, dalam bentuk gas, cair, maupun padat.

Pasal 3 menyatakan bahwa izin eksplorasi dan eksploitasi
Landas Kotinen dianugrahkan olelthe Crown atau raja Fij
Menteri boleh menentukan bagiarana yang terikat olehndang
undang Landas Kontinen Kemudian dalam pasal ini juga
ditegaskan bahwa pemanfaatan terhadap Ipetrg mineral, dan
organismesedenter diperbehkan dengan syarat harus mentaati
peraturarperaturanlain yang bersangkutan denganomber daya

alam tersebut. Menteri boleh memodifikasi atau mengesampingkan
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peraturan lainnya dalam mengambil tindakan yang bersangkutan,
selama tindakan tersebut perlu aftdéanakan dalam rangka

memberikan efek penuh terhadap peraturan dari subseksi tersebut.

Pasal 4 menyatakan mengenai undandang lain yang
berlaku diLandas Kontinentermasuk didalamnya undangdang
pidana dan perdata, $mrta hukum acaranya. Undamgdang lain
yang juga berlaku adalah mengenai pabean, yang diatur dalam Pasal
5, terhadap instalasi atau mesin, dan material apapun atau bagian
dari bahan yang digunakan untuk konstruksi sebuah instalasi atau
mesin yang berada diandas KontinenFiji. Pasal6 mengatur
mengenai zona keamanan di sekitar instalasi atau mekandas
Kontinen Modifikasi terhadap dasar laut, dengan instalasi maupun
mesin, pemindahan benda, dan lainnya yang dilakukan di dasar laut
harus disertai dengan pernyataan persetujudanlisedari Menteri
(Pasal 7). Pasal 8 dan Pasal 9 merupakan klausul sanksi, dimana,
(1) barangsiapa terbukti melanggar Pasal 7; (2) barangsiapa
melanggar ketentuan yang diberikan oleh Menteri dalam pernyataan
tertulisnya, dan (3) barangsiapa memiliki pgi yang
membahayakan laut akan dikenakan denda. Menteri juga
melaksankan hakhaknya yang tercantum dalanPasal 10.
Terakhir, Pasal 11 mengatur mengenai prosedur penanganan

pelanggaran.

Sebagai tambahan, terdapat legislasi subsider yang mengatur
daerah dntara garis lintang 15 derajat 30 menit selatan dan 21
derajat 30 menit selatan, dan garis bujur 176 derajat 30 menit timur
dan 178 derajdarat sebagal.andas Kontinerfriji, dimana berlaku

Undangundang Landas Kontinen
Pelaksanaan

Pada 20 April2009, Fiji telah menyerahkan bataandas
Kontinemya berdasarkan Pasal 76 (8) UNCRL(1982 kepada
CLCS. Pemerintah Fifielah meratifikasi dan menerima UNCLOS

1982. Amandemen terhadapndhngundang Landas Kontinen
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yang sekarang sedang dipertimbangkanreka telah terjadi
perubahan dalam pemahaman mengenai kohaadas Kontinen
dalam UNCLOS 1982 dan Konvensandas Kontinerl958 yang
menjadi panutan kdangundangLandas Kontinerriji.

Implikasi Hukum

Apabila Indonesia tidak dengangeea melakukampenetaparbatas luar
Landas Kontinersesuai dengan Konvensi Hukubaut Internasional Tahun
1982, maka kemungkinapenetapan pengakuan tambahamdas Kontinen
yang telah dilakukan oleh para peneliti kelautan Ind@ngdak akan terwujud.
Oleh karena ituperlu diperkuat dengarundangundang nasional yang
mengaturnya untuk memberikan kekuatan bagi patakgsna di lapangan
bahwa ared.andas Kontineryang dklaim oleh Indonesia mempunyai dasar
hukum yang kuat dan diakui oleh daninternasional. Penggantiamdang
tentang Landas Kontinenperlu dilakukan dengan segekarena sebagai
konsekuensdari meratifikasi Konvensi Hukurhaut Internasional Tahun 1982
dengan WdangundangNomor 17 Tahun 1985 yang harus segera ditindak

lanjuti oleh Indmesia sebagai negapihakKonvensi tersebut.

Penggantian ddangundangNomor 1 Tahun 199 harus juga melibatkan
peraturan perundangaerkait, antara lain, praturan mengenai sumber daya
mineral, pelestarian lingkungan hidup, penelitian ilmiah kelgupeertahanan
negara, dan perhubungan laut. Ketibdtan instansiyang terkait dengan
kegiatan diLandas Kontinersangat pentingsebab sjak awal upaya untuk
mengklairmya perlu dukungan penelitian ilmiah kelaytanermasuk
kemungkinan pemanfaatannyang bersifat multi sktord dan multi disiplin
Instansiinstansi terkait yang saat ini terlibat dalaksplorasi dan eksploitasi di
Landas Kontinenseperti: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) berkaitan degan pemberian izin usaha mig&P Migas berkaita
dengan kntrak kerjasamanigas atau badan lain yang menangani setelah BP
Migas dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Kons)itusementerian
Lingkungan Hidup megenai kewajiban penyusunan AMDAL instansi

pemberi izin penelitian kelautannstansi pemberi ini usaha perikanarda
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instansi penegak hukum sangat penting untuk dilibatkan agar ketentuan yang

dihasilkan mempunyai daya laku dan daya guna.

Dari hasil penelitian kelautan yang dilakukan oleh BPPT, Bakosurtanal,
Oceanografi LIPI dan Dishidros TNI Aimenunjukkan bahwa Indonesiajht
memperluas kliamLandas Kontinenya, khususnyali sebelah barat Pulau
Sumatera, sebelah selatan Pulau Jawa dan Nusa Tenggara serta sebelah utara
Pulau Papua. Hasil penelitian tersebut harus segera ditindakldengan
perubahan undangundang agarklaim tersebut dapat diakui oleh dunia
internasional. Oleh karena itu Perubahan atau Penggatmtangundang
Nomor 1 Tahun 1973 tentah@ndas Kontinemutlak harus dilakukan dengan

segera untuk memperkuat ktaatad.andas Konnendiluar 200 millaut
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BAB IV
DASAR PEMIKIRAN
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS
RANCANGAN UNDANG -UNDANG LANDAS KONTINEN INDONESIA

Perkembangan hukum pada umumnya didasarkan pada kenyataan bahwa
berbagai bidangehidupandalam bemasyarakat sentdasaberubah sejalan dengan
perjalanan waktu. Peruban di dalam berbagai bidang kehidugeemd&nya dapat
berlangsung secara teratur, bertahap, dan alami sehingga tidak menimbulkan gejolak
yang tidak dikehendaki. Perubahan secara temitaulai melalui penyampaian
informasi melalui berbagai macam media sehinggaasyarakat tergugah
kesadarannya bahwa sesuatu sedang berubah. Oleh karena telah mekgadari
adanya perubahanmaka setiap warga masyarakabkan berupaya untuk
menyesuaikan di dan beradaptasi dengan perubahan yang sedang terjadi.
Penyesuaian diri terjadi dengan sendirinya karena timbulnya harapan bahwa keadaan
akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu demi kebaikan bersama
setiap orang akan berupaya untuk mesmaikan diri dengan keadaan yang sedang
berubah. Di dalam proses perubahan itu dibutulaltaranhukum yang béwekuatan
mengikat agarterjamin kepastian bagi setiap warga masyarakat. Dengan adanya
kepastima hukum maka diharapkan tercapeatertiban dala proses perubaha
tersebut. Ketertiban akan tercapai apabila setiap warga masyarakat secara sukarela
telah berperilaku sesuai dengan keinginan warga masyarakat pada umumnya. Dalam
hal telah tercapainya ketertiban, maka pgitleannya akantercipta keadilandalam

kehidupan bermasyarakat.

Pemikiran sebagaimana telah diuraikan di atas adalah pemikosofis yang
berlaku untuk hampir semua bidang hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat.
Artinya ada bidangpidang hukum tertentu yang berkembang gden cara yang
berbeda, dan objek pengatunga hanya relevan untuk kepenting@mtentu saja.
Sedangkan unsur keadilan hanya dapat dicapai mekdasiasi yang menghasilkan
kompromi antara para pihak yargatu sama lainnyaaling mengakui sebagai
pemangu kepentingan.Dalam hal ini, walaupun prosesnya berbeda, namun tujuan

akhirnya sama yaitu untuk mencapai keadilan. Sedangkan aspek kepastian hukum
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dan aspek ketertiban merupakan dua prasyarat utama yang tetap harus dipenuhi untuk
terciptanya keadilan. Permasalahan yang termasuk kedalam jenis kepentingan
demikian adalah masalah pengaturan mengémrendas Kontinenyang secara
akademis termasuk bidang Hukum Laut Internasional.

Unsur utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pengaturan
mengenaiLandas Kontineradalah ilmu pengetahuan. Pengetahuan umat manusia
tentang eksistendiandas Kontinenberkembang dengan cepat, sedangkan norma
hukum tidak dapat berkembang sama cepatnya dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Artiny@engatura hukum tentangLandas Kontinen
harus diubah karena sudah tidak sesuai lagi derkganyaatan yang ada di lapangan.
ltulah yang menjadi dasar pemikiran bahwa RUU Penggantian Unaetang
Landas Kontinemarus segera disusun untudegera diundangkan.

A. Landasan Filosofis

Filsafatadalah hasitenunganpemikiranberupapandangaryang sangat
mendasar mengenai kebenaran sesuatu, yang dalam hal ini keladataran
tentang eksistensiandas Kontinen Setelah kebenaran tentang eksistensi
Landas Kontinenitu ditemukan melalui ilmu pengetahyakemudian mau
diapakan. Pada tahap inilah harus ditemukan landasan filosofis yang melatar
belakangi pemikiradalam grumusn kebijakarpemanfaatannyaOleh karena
istilah Landas Kontinenmerupakan istilah yanguntuk pertama kalinya
digunakan dalam hukum internasignainaka filosofi Landas Kontinen

merupakan salah satu cabang dari filsafat hukum.

Dalam kedudukannya sebagai cabang dari filsafat hukum, maka
pemikiran harus dimulai dari status hukuwandas Kontinersebagai warisan
dari seluruh umat manusigommon heritage of all mankipdDalam hal ini
wawasan Bangsa Indonesia hasetaras dengawawasan bangdaangsa lain
dalam memandandtandas Kontinerselagai warisan selurubmat manusia.
Oleh karena itulahperilaku Bangsa Indonesia, Wdusnya di suatu bagian laut
yang disebut.andas Kontinenharuslah disesuaikan dengan perilaku bangsa
bangsa lain yang memilik hak yang sama sebagai pewaris kekayaan alam yang

terkandung di dasar laut dan tanah dibawahi8gagai konselensi logis dari
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owarisan dari seluruh umat mdandas i a o0,
Kontinenharuspuladapatdinikmati deh bangsdangsa lain, walanegaranya

tidak memiliki laut sekalipun.

Dilihat melalui perspektif hukum nasionadPemlukaan UUD Negara
Republik Indonesia Tahurl945 mengamanatkan bahwa pembentukan
Pemerintahan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umumdan ikut serta memelihara ketban dunia. Oleh karena itu kebijakan
pengaturan mengendiandas Kontinenselain mengacu pada arahan UUD
1945, juga selayaknya bersesuaian dengan filososfi warisan seluruh umat
manusiasebagaimana telah diuraikan di at&edangkarapabiladilinat dari
landasanfilosofis Pancasila, kebijakan pengaturan landas kotinen selayaknya
bersesuaiadengan tujuan hidup berbangsa dan bernegara sertaitdalarang
hakiki dan luhur ditengahtengah masyarakat. Landasan filosgfiga dalam
hal ini dapat mengarah&in kebijakan pengaturamefulatory policy untuk
menghindari perumusan ketentuawormatif d a r i k e mujudigidd i nan

reviewo .

Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dalam rangka penyusunannaskah akademik
berkaitan dengan pengkajan terhadaprealitas kehidupan masyarakat yang
meliputi aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, aspek ekonomi, sosial,
budaya dan nilanilai yang hidup dan berkembangng mencerminkamasa
keadilan masyarakaflTujuan kajian sosiologis ini adalah untuk menghindari
tercerabutnya peraturan perundamglangan yang dibuat dari akaar
sosalnya di masyarakat.Landasan sosiologis memuat pemikiran untuk
menghindari peraturan perundanaghndangan yang setelah diundangkan
kemulian ditolak oleh masyarakaehinggatidak dapat diimplementasikan
Kejadian demikiaimerupakan cerminan bahwa peraturan perundadg@ngan

tersebut tidak memiliki akar sosial yang kuat.

Proses penyusunan peraturan perundamdangan tidak boleh dilakukan

secara pragmatisarinya langsum menuju pada penyusunan pasal demi pasal
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tanpa kajian atau penelitian yang mendalam. Peraturan peruanddaggan
yang dibentuk tanpa pengkajian teoritis dan sosiologis yaagdalam akan
cenderungditumpangi oleh kepentingarkepentingan pihakihak tertatu.
Untuk kepentingan penyusunarancangan undangndang berbaga hasil
penelitian yang relevandituangkan kedalam suatu naskah akademik agar
memudahkan bagpara perumus ketentuan normativegél drafte) dalam
penyusunan normanydelalui berbagai tabpantersebut diharapkan ketika
ketentuamormatifnyaditerapkan di dalam mgarakat tidak terjadpenolakan

(resistensiptaubahkartidak dapat diimplementasikan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh instansi yang terkait dengan
surveykelautan, khususnya disebelah barat Pulasumaterasebelahselatan
kepulauan Nusdenggara dasebelalutara Pulau Papua, menunjukkan bahwa
ada potensi yang cukup bedaagi Indoresia untuk menetapkapatas luar
Landas Kontinenlebih dari 200 mil apabila menggunakan ketentuan yang
terdapat dalam UNCLOS 1982. Apabila hdmkil tersebut tidak segera
ditindek lanjuti denganpenyempurnaanndangundang, maka Indonesia akan

memperoleh keuntungan apapun dari hasil survey yang telah dilakukan.

Dalam penyusunan kembali ketentuandangundangmengenailLandas
Kontinen peran masyarakat terutama para akademisi dan -pihak yang
mampu melakukan eksploratasaraut sangat dperlukan.Adanya keterlibatan
masyarakatsejak dari tahap awaldapat diharadgan masyarakat merasa
memiliki terhadap undangndang Landas Kontinen karena dalam
pembentukamya bersifat partisipatif melalui penyampaian informasi,
mengikutsertakan darmmeminta pendapat masyarakaebagai pemangku
kepentingangtakdnolder).

Landasan Yuridis

Landas Kontinermemuathak-hak berdaulat yang diberikan oleh Hukum
Internasional kepada negapantai yang berdaulat. Halyang berasal dari
hukum internasionahi harus dijalankan oleh Pemerintah untuk dan atas nama
Negara. Dalam hal ini Pemerintah memerlukan pedoman dalam bentuk

undangundang untuk menjalankan hhkk tersebut. Landasan yuridis
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dimaksudkan sebaggierumusan ketentuan hukunsetingkatundangundang
agar dapat menjadi acuan bagi pembuatan peraturgmerundangundangan
sebagai pelaksanaannyandasanyuridis ini harus mencakupeg formil dan
segi materil Landasanyuridis dari segi formiladalahperaturanperundang
undangarpada tingkatan lebih tinggiangmemberi kewenangakepadasuatu
instansi untuk membuat aturan terterdasuai dengan tugas pokok dan
fungsinya Sedangkanandasanyuridis dari segi materiladalahdasar hukum
yang mengatur permalshanatauobyek yang alan diatur. Dengan demikian
landasanyuridis sangaah pentng untuk memberikan pijakabagi setiap
peraturanperundangundanganagar tidak terjadi konflik atauertentangan
dengan peraturamperundangundangan di atasnya. Peraturan perundang
undangaryang salingumpang tindihdapat menimbulkaimkonsistensdalam
penerapannyaHal ini menunjukkan bahwa landasan yuridis kurang mendapat
perhatiandengansemestinya. Kondisi tersebwutapatmengurangi efektivitas
peraturan yang bersangkutarkarena akanmenimbulkan kealitan dalam

implementasinya

Landasan yuridismeng@ai pengaturanLandas Kontinerharus dmuat
dalam bentukundangundangkarena berkaitan dengan batasidiksi negara
dan jenis hak-hak negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam ketentuan
Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1®i5samping itu
dalamUUD Negara Republik Indonesieahun 1945uga diatur bahwa bumi,
air dansegalakekayaaralamyangterkandungdidalamnya dikuasi oleh Negara
dan digunakan sebesaesarnya untuk kemakmuran raky&emikian bunyi
Pasal 33 ayat (1) UD) NegaraRepublik Indonesia Tahun 1948ebagai

ketentuan kunci bagi peraturan perundangan sebagai pelaksireaaamya

Sementara itlketentuamasionalmengenaiandas Kontinersudah tidak
sesuai lagi dengan perkembanglinkum Laut Internasional yanderubah
sedemikian cepat. Beberapa ketentuan ddlaeangundangNomor 1 Tahun
1973 belum mengadopsi berbagai perkembargan dalamUNCLOS 1982
khususnya merepai tata cara penetapbatasLandas KontinenPengaturan
dalamUndangundangNomor 1 Tahun1973 masih didasarkan pada ketentuan

Konversi Jenewa 1958/ang berbedacukyp signifikan dengan ketémn
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berdasarkan pada UNCLOS 198ang telah pula diratifikasi oleh Indonesia
melaluiUndangundangNomor17 Tahun 1985.

Dalam penyusunan kembali pengatuna@ngenalLandas Kontinerperlu
diperhatikanperkembagan ketatanegaraan nasiomangingat telah semakin
banyaknya kepentimgn dalam pengelolaan sumisemrmberkekayaanalam di
laut. Saat ini banyak instansi yang terlibat langsung maupun tidak langsung
dalam pemanfaatardasar laut Kewenanganberbagaiinstansi dalam kaita
eksplorasi dan eksploitaslasar lauttelah diatur dalam berbagai peraturan
perundangundangan Untuk itu diperlukan adanya harmonisasi dan
sinkronisasi antara berbagai peraturan perundgrundangan mengenai
pemanfaatan dasar. Demikian pula apabila ada suatu unddaggyang akan
diperbaharui atau digantnaka perlu pula diperhatikan pengaruh perubahan
tersebut terhadaperbagai peraturaperundangundangarterkait lainnya. Hal
ini penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan

(overlapping yangakan menyulitkan dalarpelaksanaamya.

Pengaturan hukum mengerizandas Kontinerjelas sangat dibutuhkan
berkaitan dengan nilai ekonorhandas Kontien yang cukup prospektif di
masa deparerutama berkaitan dengan bahan tambdaagmineral. Prospek
tersebut dapat diarahkan untuk meningkatkan perekonomian bangsa untuk
kepentingan kesejahteraan umum. Sumber daya alam hayati dan non hayati di
Landas Konhen Indonesia harus dieksplorasi dan dieksploitasi, khususnya
mineral fmnanganese nodulgsnempunyai nilai ekonomsangat tinggi, baik

pada saat ini maupun di masa yang akan datang.

UndangundangNomor 1 Tahun 1973 tentarigandas Kontinermasih
didasarkarpadapengertianLandas KontinemmenurutKonvensi Jenewa 1958.
Pengaturan tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan Hukum Laut
Internasional terutamdalam kaitannyalengan telah diratifikasinya UNCLOS
1982. Berdasarkan UNCLOS 1982 setiap negara pdapat memilih alternatif
yang paling menguntungkan, apakah akan menggunakan kriteria horizontal atau
jarak dari garis pangkal; kriteria vertikal atau kedalaman laut; atau ketebalan
sedimen dasar laut sebagai bukti adanya kelanjutan alamiah dari daratan

(natural prolongation). Indonesia berdasarkan hasil penelitian kelautan
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memungkinkan mengajukan perluasan pengakuan yurisdiksi terhadaas
Kontinen Perkembangan ketentuan hukum laut internasional tersebut
memungkinkan Indonesia untuk mengubah cara neken batas terluar
yurisdiksi Landas Kontinemegara pantai, apabila disertai dengan dukungan
bkti-bukti ilmiah berupa hasil penelitian kelautan yang memiliki validitas
tinggi.

Pengakuan internasional mengenai yurisdiksilonesia atasLandas
Kontinen Ekstensi harus didukung dengan peraturan perundargpngan
nasional yang memadai untuknelaksanakannya Perluasan pengakuan
yurisdiksi nasional tersebut sangat berpengaruh terhadap peningkatan
ketahanan nasional dan perlindungan bangsa Indonesia kamesidars®iasnya

wilayah laut yang dapat dipantenelalui sarana pengawasan.

Landasan Politis

Landasanpolitis, menurut Sony Lubis, sebagaimana dikutip oleh Aan
Eko Wi di arto dal am ma k a | a hknaydae miokPee,n y
mengatakan bahwéandasanpolitik merupakan kebijaksanaan politik yang
menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan
pemerintahan. Diharapkan dengan adanya dasar politis ini maka produk hukum
yang diterbitkan dapat sesuai dengan kondisi politis yang ada, seliagata
berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tesrggdh
masyarakatSelain daripada itu landasan politis dapat juga dijadikan sebagai
dasar untuk perumusan kebijakan baru yang berbeda dari kebijakan
sebelumnya. Dalam kaitannya deng&emungkinan perluasan yurisdiksi
nasional atatandas Kontinerebih dari 200 mil laut, landasan politis sangat
diperlukan untuk penyusunan kebijakan peningkatan pendanaan untuk kegiatan
penelitian ilmiah, penegakan hukum, dan peningkatan koordinasa gudea

pemangku kepentingan.

Perubahan atau penggantidndangundangNomor1 Tahun 1973 sangat
penting sebagasumber peningkatakemauan dan kemampuan politik, baik
pada tataran nasional maupun internasiorf@hda tataran nasional kemauan

politik diperlukan untuk meningkatkan jumlah pendanaan sebagai penunjang
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kebutuhanpenelitian ilmiahkelautanuntuk menunjukkan eksistenkandas
Kontinen lebih dari 200 mil laut. Sedangkadalam kaitannyadengan
kemampuan gilomasi delegasindonesiadengan CLCS hasil survey kelautan
dapat ditunjukkamuntuk menperolehpengakan internasionaterhadap_andas
Kontinenlndonesiadi masa yang akan datarkdpl ini menjadi penting karena
secarade factolndonesia belum memanfaatkanpotensi ekonomi Landas

Kontinen secaraoptimal.

Landasan Pertahanan dan Keamanan Negara

Landas Kontinensuatu negara dapat digunakan sebagai wafiay
pertahanan paling luar daNegaraKepulauanseperti Indonesia.Penetapan
Landas Kontinenakan sangat mendukungoeningkatan pertahanandan
keamanan negara karena wilayah yang dapat dipergunakan sebagai daerah
pemantauan oleh kaplkhpal Indnesia semakin jauh dari pantaKondisi
demikian akarsemakin memungkinkaantisipasi lebih dinuntuk menagkal

gangguaryang berasal dahuar.

Secara legal formal Indonesia terikat dengan keterkatantuan dalam
UNCLOS 1982, termasuk kewajibannya untuk menjamin keamanan wilayah
laut, khususnya dBea Lane Of Communication (SLQ@rmasuk pula di
wilayah yurisdiksi nasional yaitu ZEEandas Kontinemdan Zona Tambahan
Kewajibanuntuk menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran internasional
ini tidak dapatdiabaikan Apabila kapatkapal negardain merasaterancam
keamanannyaaat melintagnaupunmelakukan kgiatan yang saldi sekitar
perairan Indonesia, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk menghadirkan

kekuatan angkatan laut negaranya.

Berkaitan dengaralhal tersebut di atasmaka diperlukan kesamaan
persepsi tentang demsi keamanan laut, khususnya bagi seluruh komponen
bangsa yang memili ki tugas, actiomplgosi dan
dapatdilaksanakantepat sasaran, terarah dan terpadu. Perlu dipapafai
bahwa keamanan laut bukan hanya menyangkut aspe&galan hukum
sematamatg karenakeamanan laut tidak sama dengan penegakan hukum di

laut Keamanan laut memiliki dimensi yang jauhileltuas dari pada aspek
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penegakamukum. Dimensi keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut
aman digunakan dan bebdari ancaman atau gangguan terhadap aktifitas

penggunaan atau pemanfaatan laut yang mendeatdnal sebagai berikut
1) Lautanterbebas dari ancaman kekeragtaeefromviolencer threat)

Termasuk kedalam ancaman jenisyiaitu ancamaxdengan menggunakan
kekuatan senjata yang terorganisir dan memiliki kemampuan untuk
mengganggu dan membahayakan personel atau negara. Ancaman tersebut
dapat berupa pembajakan, perompakan, sabotase obyek vital, peranjauan,

dan aksi teror bersenjata.
2) Lautanterbebas dari ancaman navigéseefrom navigationthreas)

Termasuk kedalam ancaman jenis yaitu ancaman yang ditimbulkan
oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana
bartu navigasi sdm informasi pelayararyang dapat membahayakan
keselamatan pelayaran.

3) Lautanterbebas dari ancaman terhadap lingkungan dan sumber daya laut
(freefrom natural resourcegribulation).
Termasuk kedalam ancaman jenis y@itu pencemaran dan perusakan
ekosistem laut, eksploitasi yargerlebihan serta konflik pengelolaan
sumber daya laut. Fakta menunjukkan bahwa konflik pengelolaan sumber
daya laut memiliki kecenderungan mudah dipolitisir dan selanjutnya
diikuti dengan penggelaran kekuatan militer asing.

4) Lautan terbebas dari ancaman pelanggaran huk(@mnee from law

transgressionhreat)
Termasuk kedalam ancaman jenis iraity tidak dipatuhinya hukum
nasional maupun hukum int@sional yang berlaku di lawugepertiillegal
fishing, illegal logging, illegamigrant penyelundupan dan lalain.

Berdasarkan hdial tersebutdiatas maka perspektif keamanan di laut
tidak dapat disamakan deayg perspektif keamanan di darat. IBut bertemu
dua kepentingan yang saling mengikat, yaitu kepentingan nasional dan
internasional. Dalam hal iniLandas Kontinendan ZEE menjadi wilayah
pertahanan terluar dari suatagara pantai seperti Indonesi@®leh karena itu

penetaparbatas Landas Kontinermemiliki nilai strategis untuk mendukung
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kepentingan nasional negara pantaandas Kontinerdan ZEE menjadi satu
kesatuan wilayahpertahanan dan keamanan negakfengan demikian
eksistensiLandas Kontinenhawus dilihat sebagai media pemats bangsa,
media perhubungamedia penggalian sumber daya alam, media pertahanan
dan kemanan serta sebagai media untuk membangun pengaruh terhadap

negaranegara lain dalam rangka penangkdldeterrence).
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BAB V
SASARAN, ARAH, JANGKAUAN
DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

Sasaran

Sasaan yang hendak dapai melalui PenyusunanNaskah Akademik
RUU Landas Kontinenadalah tersusunnya naskah akademik yang cukup
komprehensif dalam mendukgy pengambilan kebijakan teiik pemanfaatan
Landas Kontinenindonesia Sedangkan sasaran yang kedua yaitu untuk
memberikan dasar pemikimbagipenggananUndangundangNomor1 Tahun
1973 tentand-andas Kontinerindonesiayang sudah tidak sesuai lagi dengan

kepentingan nasional dan perkembangan hukum laut internasional.

Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah pengaturan yang termuat dalam@skahakademik ini dimaksudkan
untuk mengatur secara komprehensif mengguasdiksi nasional atasandas
Kontinenyang selaras deag sistemperaturanperundangundangamasional
dansesuaipula dengarhukum laut internasionayaitu sampasejauh 200 mil
laut dari garis pangkal kepulauan ddituar 200 mil laut éxtended continental
shel), apabila berdasarkan survey memang terbukti babavalas Kontinen
masih berlanjut. Bahkan sampai batas maksimum yang diperbolehkan oleh

Hukum Laut Intenasional, yaitu 350 mil laut.

Prinsip Perumusan Norma Hukum

Norma hukum harus memenutinsur kejelasan yang sifatnya mutlak,
artinya setiap kata yangligunakan hendaknya dipilih sedemikian rupa,
sehingga tidak dapat diartikan lain selgiang dimaksudkaroleh pembuat
undangundang Selain dari itu setiagmorma hukum semestinya mampu
meloloskan diri dari enam kriteia sebagai alat ypitu dapat ditunjukkan
landasan filsafatnya sebagai rujukafilogophycally accoumible); dapat
dipaksakan berlakuannyiedalam kenyataanlegally enforceablg dapat

diterima oleh masyarakat tanpa resisteasciglly acceptable apabilanorma
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dilaksanakan akan segera tampak keuntungannya secara ekonomi
(economically justiviable); dapat mendukung keberlgmtan pemanfaatan
sumber alam dan kelestarian lingkungan hidepyifonmentaly sustainablg

dan penegakkan hukumnya tidak memerlukan biaya yang relative mabhal

(financially viable).

Ruang Lingkup Pengaturan

Yang dimaksudkan dengaruang lingkup pegaturan adalah materi
muatan RncanganUndangUndang diupayakan supaya mencakup semua
permasalahan baik yang secara nyata sedang dihadapi maupun permasalahan
yang mungkin timbul pada masa mendatang. Permasalaharpgdadiatur
dan sudah dapat diindikasikan melalpenyusuan naskah akademilantara

lain, adalah sebagai berikut:

1. Definisi Landas Kontinen

Pendefinisian istilanLandas Kontinenmerupakan masalah yang
teramat penting karena membawa dampak terhadap segenap aspek
pengaturardi dalam materi muatawya. Dilihat dari fakta hukum legal
fact) definisi yang palingengkap, walaupun masih berlakumum dan
merupakan hukum positif untuk semua negara pafg@neral facy,
adalah definisi sebagaimartarcantum dalam Pasal 76 UNCLOS)
Walaupun demikian, untuk mengetahsampai sejauhmana akan
menguntungkan Indonesiperlu dikajiterlebih dahulu dengan kenyataan
yang sebenarny@eality) bagaimana kondidiandas Kontinerindonesia
itu. Selanjutnya, enilaianmengenadefinisi yang paling menguntungkan
harusdikaji berdaarkanhasil penelitian kelautan Dalam hal ini lukum
yang baik adalah hukum yandjbuat untuk mengatur masalah yang
seyatanya ada(concretg atau dimungkinkan akan timbul pada masa

masa mendatang.

Definisi yang paling menguntungkan akaicantumkan dalam
Ketentuan Unum RUU Landas Kontinen Definisi ini harus mampu
mencakupLandas Kontiner200 mil laut serayamembuka kemungkinan

lebih dari 200 ml laut bahkan sampai batas maksimum yang
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diperbolehkaroleh Hukum Laut Internasional, yaitsampai 350 mil laut
diukur dari garis pangkal Kepulaudndonesia. Perumusan defisi ini
akan berpengaruh besabaik terhadap ruang lingkup pengaturan,
terhadapmateri mugannya,maupun terhadap peraturggrkait lainnya.
Selanjutnya, definisiefinisi lainnya yang akan digunakaalam RUU
seharusnya mengikuti definisi yang digunakan dalam UNCLOS,1982
artinya tanpa mengubah substansinya tetapi mengikuti teknik
penyusunamUU yang berlaku di Indonesia.

Perumusandefenisi Landas Kontinenharus dapat mencakup
pengertian_andas Kontinerkurang dari 200 mil laut dan lebih dari 200
mil laut. Perumusn definisi tersebut akan mengalami kesulitan apabila
hanyadi narasikan. Oleh karena iRuofil Landas Kontinelyang tertuang
di dalam TALOS 2006 harus disertakan di dalam naskahc&gan
Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan ndangundang Landas

Kontinenyang baru.

Penentuan Batdsandas Kontinen

Penentuan batas lueandas Kontinetnendaknya mengacu padaqian

patokan sebagai berikut:

a. Untuk penentuan batakandas kntinen200 mil laut atau kurang
karena berbatasan dengahandas Kontinennegara lain,batas
Landas Kontinenharus berhimpitan dengan batas terluar Zona
Ekonomi Eksklusif (ZEE). Konsep ini dikenal denganextensive

Principle.

b. Untuk penentuan batdsandas Kontinerebih dari 200 mil laut,
batas terluat.andas Kontinenrmengacu pada penentupimggiran
luar tepian kontiner(continental margin).Dalam hal iniLandas
Kontinen mencakup lereng kontinen (continental slope dan
tanjakan kontineigcontinental ris¢.

c. Untuk penentuan batdsandas Kontineryang berhadapan dan atau
berdampigan dengan negara pantaiangga batas terluatandas
Kontinen mengacu pada perjanjiadengannegaratetanggayang

83



bersangkutanHal ini terjadi jika jarak antarkeduanegara kurang
dari 400 mil laut.

d. Untuk penentuan batdsndas Kontinemlengamegara pantajang
terletaksangatauh daripantailndonesia maka ada kemungkinan
semua Kklaim atas Landas Kontinen dapat dilakukan tanpa
mengganggu hak negara lain atau dapat dilakukan secara sepihak
(unilateral). Bahkan untuk penentuan batdasndas Kontinen
dimungkinkan untuk melakukan klaim atiagtas terluatebih dari

200 mil laut atau dikenal dengaandas Kontinertkstensi (LKE).

e. Untuk penentuan bataterluar Landas KontinenEkstensi perlu
dilakukan riset untuk mengukur kedalaman laut 2500etar
ditambah 100 mil laut darkemudian menetapkan fitikitik
koordinatnya; atau menetapkan batas terll@ndas Kontinen
Ekstensi (LKE)berdasarkan pada tenipa@duduka titik-titik tetap
yang mendeheasi ketebalan sedimen setidaknya 1% dari jarak
terdekat dari titik tersebut dengan kaki lereng kontifoamtinental

margn).

Yurisdiksi Nasional

Yurisdiksi adalah kewenangan negara untuk mendapentingan
kepentingan téentu di daerah tertenfubaik dalam rangka pelaksanaan
kedaulatan(sovereignty) maupun dalam rangka pelaksanaaak-hak
berdaulat(sovereign rights)yang dalam hal inyurisdiksi nasionahtas
Landas Kontinen Kepentingan tertentu dLandas Kontinenadalah
kepentingaratassumbersumber kekayaan alam di dasar laut dan tanah
dibawahya, baik hayati maupun nbayati termasuk organisme jenis
sedenter.

Adapun yurisdiksi nasional atas anjungan lepas pantdimbul
karenaadanyakepentingan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi
sumber minyak dan gaatau mineral lainnya. Untuk melaksanakan
kepentingarkepentingandi Landas Kontinentersebut perlu dibajun
anjungan lepas pantabi atas anjungan lepas pantarsebutberlaku

hukum nasional Indonesia yang mengatur kepentiFggrentingan
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tertentu, seperti: beeukai, imigrasi, karantina, dan perlindungan
lingkungan laut. Apabila kekayaan alamnya sudatbisamaka anjungan
lepas pantai tersebut harus dibonghgar tidak menimbulkan gangguan
terhadap pelaksanaan kebebasasgaranegara laindi laut lepas.
Ketentuan tentang kewajiban pembongkaran anjungan lepas yamggi
karena berbagai alasan, sudalkidigunakan lagisebaiknyaditetapkan
sebagai kewajiban pihak investor, bukan lagi menjadi beban keuangan
negara. Sedangkan yurisdiksiasional terhadagapal yang berlayar di
laut lepashanya berlaku untuk kap&hpal yang berbendera Indonesia
Hak-hak berdaulat fovereign righd), sebagaimana tercantum
dalam Pasal 77 UNCLOSL982 merupakanhak negara pantai yang
bersifatsui generis Artinya, hak inibukan merupakan kelanan dari
hak atas lauvilayah dan bukan pula berasal dari rezim hukaut lepas
melainkan merupakan hak baru yang berasal dari hukum laut
internasional. Halberdaulat untuk melakukagkplorasi dareksploitasi
diterapkan pada kekayaan alam yang terkandung didalam ZEE dan
Landas KontinenRuang permukaan lautan kolom ainya tetaptunduk
pada rezim hukum laut lepamisalnya,status permukaan laatan ruang
udara di atasnyaebagaimana diatur dalaRasal 78 UNCLOSL982
Yurisdiksi nasional Indonesia atdsndas Kontinerbersifat eksklusif,
artinya tidak ada hak negara lain diatasnya, tpld& diperlukan tindakan
pengumumar(proclamation)dan tidak perlu dilaksakan melalui cara
pendudukarfoccupation) Bahkan, pabila Indonesia tidak memanfaatkan
sumber kekayaan alarya, tidak dapat dijadikan sebagai alasan bagi
negara lain untukmelakukan eksploitasi tanpa persetujuan tegas

(expressed conserdari Pemerintah Indonesia.

4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati

Pemafaatan sumbedaya hayati, misalnya jenigenis ikan yang
bergerak dengan caleerenangpelagic species tunduk pada ketentuan
nasional berdasarkan rezim hukum ZEE. Dengan katalé&am hal ini

berlakuUndangundang ZEE sampai jarak 200 mil dari garis pangkal.

® Lihat UndangundangNomor43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
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Untuk kegiatan peangkapan ikardi luar 200 mil(di luar ZEE)
berlaku kebebasan menangkap ikan di laut ledamana juga berlaku
pembatasapembatasan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi
perikanan regional atau internasional, seperti pembatasan terhadap jenis
dan ukuran mata jaringuntuk jenisjenis ikan pelagis tertentu, misalnya
beberapa jenis tuna, berlaku ketentuan internasional yang dirumuskan
oleh organisasorganisasi perikanan regional dan atau internasional.
Sedangkan untuk pemanfaatan jgeiis organisme sedenteéunduk
padarezim hikum Landas Kontinermimana yurisdiksi Indonesiaerlaku
secara eksklusifexclusive jurisdictio)y artinya tidak ada hakegara lain
untuk memanfaatkannyaalaupun Indonesjakarena berbagaalasn,
tidak atau belum memanfaatkannyBerkait dengan upaya dionesia
untuk meluaskan yurisdiksi atdsandas Kontinenebih dari 200 mil,
apabila berhasil dan mendapat pengakuan internasional, akan membawa

dampak positif terhadap kelestarian jegjeisis organisme sedenter ini.

Pemanfaatan Sumber Daya Alam Nwayati(Pasal 81 UNCLO3982

Pemanfaatan sumber daya alam -hagati yang terkandung di
dasar laut dan tanah dibawahnya, seperti bahan mineral, minyak dan gas
bumi, tunduk pada dua rezim hukum yang dibedakan berdasarkan status
hukum yang melekat pada unsuang lautnya, yaitu di dalam 200 mil, di

luar 200 mil sampai 350 mil, dan diluar 350 mil laut.

a. Didalam 200 mil laut
Yurisdiksi nasionalataslLandas Kontinersampaisejauh200 mil
dari caris pangkal laut wilayah merupakan konsekwensi logis dari
pemberiarhak-hak berdaulayang sejatinya diberikan oleh Hukum
Laut Internasional kepada negaraegara pantaiyang telah
meratifikasi UNCLOS 1982.Pengertian yurisdiksialam hal ini
adalah kewenangan untuk melaksanakan berbagai kepentingan
dalam pelaksanaan hakk lkerdaulat negara pantai atas sumber
kekayaan alam nehayati yang terkandung diandas Kontinen
Yurisdiksi negara pantgioriginal jurisdiction) bersifat eksklusif,

artinyaberlaku sepenuhnya karehdak ada hak negara lain untuk
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meminta bagiarmatas hasilnyatermasuk pemanfaatan organisme

jenis sedenter.

Di luar 200 mil sampai 350 mil laut

Alas hak yang mendasari yurisdiksi nasional atas kekayaan alam
yang terkandung diandas Kontinerantara 200 mil sampai dengan
350 mil laut adalah sama demggang sebelumnya yaitu hdlak
berdaulat. Perbedaannya terletak pada yurisdiksi nasional atas
unsur ruangnyaang lebih lebafl50 mil Extendedurisdiction) jika
dibandingkan dengan lebar ruang yurisdiksi sebelumagigirgal
jurisdiction). Pemberian tambahan ruang jurisdiksi nasional yang
lebih lebar 150 mil akan berdampak patibih terbukanya
kemungkinan penguasaaang lebih besamtas sumbersumber
kekayaan alamnya, baik dalam jenis maupun dalam jumlahnya,
karena terkandung dalam ngyurisdiksi yang lebih luasDalam
kaitannya dengan Indonesigengakuan internasional terhadap
yurisdiksi nasional lebih dari 200 mil laut hanya dapat diberikan
apabila Indonesia mampu menunjukkan bbkitkti ilmiah secara
meyakinkantentang eksistenstontinental margin lebih dari 200

mil dan ketebalarbatuansedimenyang menunjukkan bukbukti
tentang kelanjutan alamiah dari wilayah daratannpatugal

prolongatior).

Dalam eksploitasiandas Kontinersampai sejaut200 mil tidak
ada kewajiban nega@antai untuk menyerahkan sebagian tertentu
dari hasil &sploitasinya. Sebaliknyantuk pemanfaatahandas
Kontinen di luar 200 mil terdapat ketentuan untuk menyerahkan
sebagiardari hasilnya kepada ISBéetelah eksploitasi pada tahun

kelima.

Di luar 350 mil laut

Dalam hal buktbukti ilmiah menunjukkan kenyataan bahwa
continental marginternyata melampaui lebar 350 mil, maka akan
terjadi pertemuan antara yuridiksi nasiodahgan yurisdiksi ISBA
Oleh karena Pasal 76 dari UNCLOS 1982 menetapkan dahw
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yurisdiksi nasional dibatasi sampai maksimum 350 mil, maka ISBA
mempunyai wewenang untukengelola sumbesumber kekayaan

alam dasar laut dan tanah dibawahnya.

Submission

Penggunaan istilalsubmissiondimaksudkan untuk menghindari
istilah claim. Perlu dipahambahwa hakhak berdaulatgovereign rights
atas Landas Kontinendiberikan @ranted oleh hukum internasional
negara pantai yang berdaulaDalam hal ini halkhak berdaulat atas
Landas Kontinersampai 200 mil diberikan secara otomatisnggitanpa
syarat. 8dangkarhakhak berdaulat atakandas Kontinerdi luar 200
mil baru diberikan setelamemenuhi persyaratan yang telah ditentukan
sebelumnyaberdasarkan kesepakatan bersama antara neggaaa
peserta konferensi Persyaratan yang dimskd adalah setelah
memasukan atau menunjukkan busakti ilmiah tentang eksistensi
continental marginlebih dari 200 mil sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 76 UNCLOS 1982

Pembayaran dan ¢htribusi

Pembayaran atakontribusi sebagaimana dimaksudkan daResal
82 UNCLOS 1982 adalatlalam bentuk barangn(kind) hasil eksploitasi
di Landas Kontinendi luar 200 mil [andas KontinenEkstensi).
Pembayaran dilakukan setelah berprodpksia limaahun pertama, yang
dihitung berdasarkan nilduang)atau volume produkdiersihdari setiap
lokasi. Pembayaran kepada ISBA dimulai pada tahun kesedesar
satu persen. Persentgssmbayararakan naik sebesar satu persen pada
setiap tahun berikutnyaPersentas@embayaran menjadi tetap sebesar

tujuh persa sejaktahun keduabelas dan untuk tahtahun berikutnya.

Penelitian limiah kelautan (Part Xl UNCLOS1982

Pemberian izinuntuk melakukan riset ilmiah kelautan dandas
Kontinen hanya @pat diselenggarakamelalui system perinan negara
pantai Pasal 246 ayail) dan (2)). Izin kepada negara lain untuk
melakukan riset ilmiah diandas Kontinemanya dapat diberikaapabila
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riset ilmiah tersebut semataata untuk tujuan damai dan peningkatan
pengetahuan ilmiah tentang kelautan demi kepentingan ummat manusia.
Dalam rangka penyelenggaraan riset ilmiadlautanini Pemerintah
secepatnya mmemugkan ketentuan dan prosedur guna menjamin agar
persetujuaspersetujuan riset tersebut tidak diundurkéaudidak ditolak
tanpa alasan yang cukupaSal 246 aya3) UNCLOS 1982).

Pemlatasanpemberian ijin kepada negara lain untuk melakukan
riset ilmiah kelautawi Landas Kontinenmeliputi:

a. Tidak berkaitan langsung dengan kegiatan ekglorasi dan
eksplatasi kekayaan alamnya;

b. Tidak menggunakan bahan peledakhan berbahayatau bahan
yang dapat menimbulkan pencemaran dan g@Rwsakn ke
lingkungan laut;

c. Tidak melakukan kegiatakonstruksi daroperasipadapulaupulau
buatan, instalasi dabhangunan baik di Zona Ekonomi Eksklusif
maupundi Landas Kontinen

d. Permohonan izin harus memimrfiormasi yang tepanengenai sifat
dan tujuan kegiatan risetan disampaikan kepadastansiyang

berwenang

Selain memenulpersyarataipersyaratamersebudi atas, pemohon

izin riset harusnelaksanakakewajibansebagai berikut

a. Memberikan informasi kepadastansi pemberi izimengenai sifat
dan tujuan prgek, penentuan wilayah tempat pelaksanaiset,
metoda dan cara yang digunaktanggalkedaanganpertama dan
keberangkatan terakhir, peralatan yang digunakan serta nama
lembaga sponsor, direkturnya dan rar@rang yang ditunjuk
sebagai penanggung jawab rigedsal 248 UNCLOS 1982 )

b. Memenuhi persyaratgpersyaratan tertentgepert:

1) Menjamin hak negara pantai untuk berperan serta manakala

negara pantai menghendakinya
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2) Memberikan laporan sementara atasrnpetaan negara
pantai, dan segera menyampaikafaporan akhir serta
kesimpulamyasetelah penyelesaian riset tersebut

3) Memberitahu negara panimengenasetiap perubahan utama
dalam program risgt

4)  Memberilan penilaian, contoh dan hasihsil dan membantu
memberikan penilaian serta interpretasinya

5) Menjamin bahwa hasil penelitian dapat diaksesecara
internasional.

6) Terkecuali apabila disepakati aih, supaya negara

penyelenggara memindahkan peralatan riset.

c. Kewajiban lain yang dibebankan kepada pihak penyelenggara
adalah memberikan ganti rugi terhadap kerusddeansakan akibat
penyelenggaraan risgRasal 253JNCLOS 1982.

d. Penyelenggaraan riset kelautan perlu dilakukan secara terpadu dan
terkoordinasi agar terwujud efisiensi, perlu ditunjuk addegding

sectordalam riset kelautan khusawa diLandas Kontinen

Pemasangan pipa dan kabel bawah(Basal 79 UNCLO3982

Dengan tunduk pada ketentuamdal 79 ayat (5), negara pantai
dalam menjalankan hakak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan
eksploitasi kekayaan alam dandas Kontinenwajib untuk menghormati
hakhak negara lain untuk pemasangan kabel dan pipa bawaldila
Landas KontinenDalam pemasangan kabel dan pipa bawah laut, negara
lain berkewajiban mematuhi persyaraf@@rsyaratan yang ditentukan
negara patai, seperti penentuan arapempipaan harus mendapat
persetijuan negara pantai. emasangn kabel dan pg bawah laubarus
memperhatikan sebagaimana mestinya kkbbkl atau pipgipa yang
sudah ada, agar kemungkinan untuk perbaikan Kadtrd darpipa yang
sudah ada tidaklirugikan. Pemasanganstalasi pipa dan kabel bawah

laut tersebut juga tidakerimbulkanganggan terhadagplur pelayaran.
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10. Pemberlakuan Hukum Nasional

Kewenangan eksklusif negara pantai yang berkaitan dengan
peraturanperundangundangamasional di bidandpeacukai dan fiskal,
kesehatan, keselamatan dan keimigrasian tdibk&rlakikan di seluruh
Landas Kontinentetapi hanyaliberlakukan secarterbatas pada pulau

pulau buatan, instalagistalasi dan bangunan ldandas Kontinen

11. Perikanaf

Dalam hal batas luatandas Kontinerberhimpitan dengan zona
ekonomi eksklusif, makgengaturankegiaatanpenangkapan ikan di
perairan diatakandas Kontinetunduk pada @m hukum zona ekonomi
eksklusif. Negara lain dapat melakan penangkapan ikalberdasarkan
perjanjian. Dalam hal batas ludandas Kontinerebih dari 200 mil,
maka kegatan diperairan diatasnyaunduk pada rejim hukum laut lepas.
Sesuai dengan status perairan itu sebagai laut lepas, maka semua negara
bebas untuk melakukan penangkapan ilssuai dengan ketentuan
Konvensi Pasal 87 UNCLOS 1982).

12. HartaBawah laut

Selain sumbedaya alanmhayati dan nothayati perairan di sekitar
Kepulauan Indonesidapat puladitemukan harta bawah laut yadiggenal
Benda Muatan Kapal TenggelanBMKT), atau yang lebihdikenal
dengan "harta karun" sebagai salah satu potensi kelgatagn belum
dioptimalkan pemanfaatannya. Inventarisasi yang dilakukan oleh
Kementerian Kelautan dan Perikanan terdata potensi kekayaan
laut Indonesiayang berkaitan dengan benda berharga asal muatan kapal
kuno yang tenggelam sebelum Perang Dunia Il selgasanterdapat di
463 lokasi.Diketahui kapakapal tersebut tenggelam antara tahun 1508
sampai dengan tahun 1878. Umumnya kapal yang tenggelam adalah kapal
dagang VOC; sedang selebihnya kapal Portugis, Amerika, Perancis,

Jerman dan Belgia tetapdak terutup kemungkinamahwakapatkapal

*  Perikanan di dalam 200 mil lasedentary speciegPasal 68 UNCLOS)/Lihat UU Nomor 31
Tahun 2004 joUU Nomor 45 Tahun 2009
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tersebut jugaberasaldariAsia(Soesilo 2000)Keberadaan kap&apal
tersebut tersebar di kawasan perairan Sabang, Selat Malaka, Laut Jawa,
Perairan Riau, Perairan BangBalitung, Selat Karimata, Laut Flores,
PerairarHalmahera dan Maluku.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua pengertian
‘harta karun' yaitu harta benda yang tidak diketahui pemiliknya dan harta
benda yang didapat dengan tidak sah (Tim Penyusun Kamus Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahas@6:1842). Terlepas dari
pengertian tersebut dalam perspektif arkeologi, tidak dikenal istilah "harta
karun" maupun "benda berharga". Mengacu padadadgundang
PerlindungarCagar Budaya tahun 1992 maka bebdada yang terdapat
di kapal tenggelam tersebdikategorikan sebagai Benda Cagar Budaya
(BCB). Namun demikian, sebenarnya tidak hanya bdwdaa yang
terdapat di dalam kapal tenggelam itu saja yang dikategorikan sebagai
BCB, tetapi kapal yang tenggelam itsendiri juga termasuk dalam
kategori BCB.

Untuk mengantisipasiditemukannya BCB maka pemerintah
mengeluarkan Keputusan Presidé&omor 107 Tahun 2000 tentang
Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berlsaba A
Muatan Kapal Tenggelam Keputusan Presiden imnerupakanhasil
revisi dariKeppres Nomor 4%ahun 1989.BerdasarkariKeppres tersebut
maka setiap kegitan pengangkatan dan pemanfaatan BCB bawah air

berada di bawah pemantauan dan pengawasan panitia nasional tersebut.

Pemanfaatan BCB dari kapal yang tenggelam terasa berat sebelah.
Hal ini disebabkan adanya keinginantuk mengeruk keuntuyan besar
oleh perusahaan pengangkatan atau perseorarggnngga proses
pengangkatannya cenderung mengarah ke pengrusakan. Pemanfaatan
tersebut seharusnya dilaksanakan secara berimbang baik untuk
pengembangan ilmu pengetahuan maupun sektor perekononman.
sekor perekonomian, pemanfaataBCB juga bukan hanya dapat
dijadikan komoditi dagang saja tetapi dapat juga dijadikan obyek wisata

bawah air. Dengan memanfaatkan BCB tersebut sebagai obyata wis
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13.

14.

bawah air, maka tidkahanya uangyang ddapatkan tetapi jugaapat

menikmati bagian dari lembaran sejarah budaya bangsa.

Dalam hal BCB deémukan diLandas Kontinenindonesi dapat
menyamakan status hukumng&ngansedentary speciegang tunduk
pada yuisdiksi eksklusif negara pantai. Dengan diberlakukannya
yurisdiksi eksklusif, artinya negara lain tidak berhak untuk
mengangkatnya tanpa didahului dengan perjanjian dengan Pemerintah

Indonesia.

PenggaliarTerowongarBawahL aut( tunneling ( Pasal 83JNCLOS)

Bekaitan dengan kemungkinan diperlukan penggalian terowongan
di bawah dasar | aut, Pasal 85 UNCLOES
hukum Landas Kontinentidak mengurangi hakak berdaulat Negara
pantai melakukan penggalian terowongan tanpa memandaladpikean
perairan diatas tanah dibawhandas Kontinea . Dalsstem| i ngkLL
hukum nasional, rencana pembuatan terowongan demikian perlu
dilaporkan terlebih dahulu kepada Menteri yang bertanggung jawab di
bidang pertambangan Penyampaian rencana dilalkmk untuk

memperoleh persetujuan dan dengan seizin Menteri yang bersangkutan.

Perlindungan daRelestariarLingkungan laut(Part XIl UNCLOS)

Perlindungan dan pelestarian lingkungan di peraitaandas
Kontinen merupakan bagian dari kewajiban setiap negara dalam
melakukan kegiatan pemanfaatan kekayaan alam di laB&dangkan
berkaitan dengan hak kedaultan, maka setiap negara mempunyai hak
berdaulat untuk mengeksploitasi kekayaan alam mereka selaras dengan
kebjakan lingkungan serta kewajiban mereka untuk melindungi dan
melestarikan lingkuren laut (Pasal 193 UNCLOS)Dengan demikian
dalameksploitasiLandas Kontinenpengaturaraspek perlindungan dan
pelestaria lingkungan laut di sekitarnya merupakan bagitak
terpisahkan dari sistem pemberian izin dengan memperhatikan
rekomendasi dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup.
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15. Imigrasi,Kepabeanan ddfarantina

Pengduran masalah keimigrasian diperlukan dalaah terjadinya
pelanggaran di atas perairdrandas Kontinenindonesia. Pengaturan
hendaknyaliarahkan untuknengantisipasi keluamasukya kapalkapal
serta mencegah kegiaténafficking yang melibatkan warganegassing.
Pengaturan juga diarahkan untukelengkapi materi muatan yang telah

diatur dalamJndangundangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sedangkan untuk mengantisipasi pelanggaran  ketentuan
kepabenan sesuai dengaPasal 75ayat (1) UndangundangNomor 10
Tahun 199 tentang Kepabeanan,eg&bat Bea dan @Qkai dapat
menggunakan kapal patrolatau sarana lainnyaintuk melakukan
penindakan Selanjutnya berdasarkdvndangundangNomor 1 Tahun
1962 tentang Krantina Laut disebutkan bahwi#ndakan karantina
mencakuptindakantindakan terhadap kapal beserta isinya dan daerah
pelabuhan untuk mencegdbejangkinya dan penyebaranpenyakit
Dalam hal ini RUULandas Kontinememuat ketentuan secara deklaratif
bahwa anjungan diatdsandas Kontinemmerupakan bagian dari wilayah

yurisdiksi keimigrasian, kepabeanan, dan karantina Indonesia.

16. Dumping

Dumping adalah embuang bahan atau barang yang sudah tidak
dipakai atau tidak digunakan pada daerah tertentu setetahenuhi
persyaratan yanditetapkan pemerintah. Lokasi dan persyaratanmng

ditetapkan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan ijin.

17. Publikasi (Pasal 84 UNCLOS982)

Sepanjang berkaitan dengan kegiatan pemanfadtandas
Kontinen pengertian publikasi menurut Pasal 84 dari UNCLOS 1982
adalah kewajiban untuk mengumumkan garis batad ladas Kontinen
dengan cara pencantumannya pada peta dengan skala yang memadai
untuk penentuan posisinyBilamana perlu, garis batdsndas Kontien
yang dimaksud dapat digantikan dengan daftar koordj@agrafis yang

memerinci datum geodetic. eRgumuman dilakukan dengan cara
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18.

19.

mengirimkan peta atau daftar koordinat geografis yang dimaksud kepada
Sekretaris JenderalBB dan Sekretaris Jenderal ISBAntuk kemudian

disampaikan melalui publikasi kepada dunia pelayaran.

Tanggung dwab darGanti Ruqgi

Sistan tanggungjawab dan ganti rugi dalam hal terjadinya peristiwa
yang membawa akibat tercemarnya atau rusaknya laut sebagai ekosistem,
khususnya di dua perminyakan, biasa diterapan sistem tanggungjawab
mutlak @trict liability). Sistem ini merupakan pengecualian dari sistem
tanggungjawab berdasarkan kesalahdault( liability) yang pada
umumnya berlaku di semua sisteémukum di dunia.Dalam sistema
tanggungjawab ntlak, faktor kesalahan pihak pelaku dianggap tidak
relevan lagi. Dengan demikian tanggungjawab langsung melekat pada
pihak pelaku seketika setelah peristiwa terjadi. Sistem tanggungjawab
mutlak biasanya diterapkan pada kegiatan atau usattentu yang
melibatkan bahaya besar yang tidak mungkin dgaiangi apabila telah
terjadi.

Oleh karena itu kegiatan atau usaha demikian biasanya
diasuransikaruntuk mengalihkan risiko kerugian besar, baik bagi pihak
pelaku maupun pihak korban. Masalahnya adalah apakah ada perusahaan
asuransi yang bersedia menanggung risiko kegiatdmartias Kontinen
yang melibatkan minyak dan gas atau bahan berbahaya beracun.
Walaupun demikian, penerapan sistem tanggungjawab mutlakli
Indonesiasudah mempunyai dasar hukum pada Pasal 88 Undaiang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

Pengawasan dan Penegakidokum

Pengawasan dgrenegakkan hukum merupakan dua masalah yang
berbeda. Di satu sisi, pengawasan diarahkan guna memelihara ketaatan
terhadap peraturan yang berlaku. Sedangkan di pihak lain, penegakan
hukum diterapkan apabila pelanggaran sudah terjaddari segi
kelembagaan instansi yang paling siap untuk memikul dua fungsi
tersebut sekaligus addil TNI AL. Disamping TNI AL, perlu pula
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diberdayakarbeberapa institusi yang mempunyai kewenangan di bidang
penegakan hukum, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementeian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat
Jenderal Imigrasi), Kementerian Keuangan (Direktorat Jah@=a dan

Cukai), Polrj dan Bakorkamla.

Untuk meningkat keamanan laut, beberapa langkah telah ditempuh
antara lain dengan dibentuknya Badamla melalui Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun 2005. Pembentukan Bakorkamla tersebut merupakan
upaya untuk mengkoordinasikan langkahgkah dalam penyelesaian
masalah keamanan laut. Langkah pembentukan Bakorkamla sejalan
dengan Pasal 24 ayat (3) UU Mor 6 Tahun 1996 yang berbunyi
Afapabila diperl ukan unkumkebggananak s an a ¢
dimaksud dalanayat (1) dan (2) dapat dibentuk suatu badan koordinasi
yang ditetapkan dengan Keputusan P
terbentuknya Bakorkamla,s¢em keamanani ¢hut di perairanyurisdiksi
nasional dapatitngkatkan termasuk dLandas Kontinen Dalam pada
itu sistem operasi unsumsur keamanandi laut, anggaran, hubungan
kelembagaa dan kebijakan pengerahg@ersonil boleh dikatakartelah

terintegrasi.

Kontribusi TNI AL dalam menjagakeamanan laut merupakan
implementasi dari aktivitas kontrol strategis dan sangat vital sebagai
komponen utama pertahanan negar&ebagaimana diamanatkareh
Pasal 10 ayat (1) idangundangNomor 3 Tahun 200, bahwa TNI
berfungsi sebagaalat pertahanaiNegara Keatuan Republik Indonesia.
PadaPasal 10 ayat (3) disebutkan bahwa tugas TNI adalah untuk
mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi
kehormatan dan kelamatan bangsa, melakakanoperasimiliter untuk
perang (OMP) darmperasimiliter selainperang (OMSP) serta secara aktif

mendukung tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Terkait dengn tugas TNI tersebut, maka TKL sebagai bagian
dari TNI melaksanakan gastugasnya di laut sesuai dengamana
UndangundangNomor 34 tahun 2004 tentang T.NDalam Pasal 9 huruf
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20.

21.

(b) yaitu menegakkan hukum dan menjaga keamanan di Perairan
Indonesia dan Wilayah Perairan Yurisdiksi Nasional sesuai dengan
ketentuan hukm nasional dan hukum internasional yang telah
diratifikasi. Tugas TNIAL tersebut pada dasarnya dalam rangka menjaga
kedaulatan negara dan hukum demi keamanan wilayghya. Hal ini
disebabkan TNIAL merupakarkomponenutama pertahanan negara di
laut dalam rangka menjaga integritas dan keutuhan wilayah NKRI serta
penegakan kedaulatan negara dan hukum di(sawvereignty protection

and law enforcement #tesea)

Ketentuan Pidana

Sampai gat ini Indonesia tah banyak mengeluarkan berbagai
undangundangyang berkaita dengan pelanggaran pidana ldindas
Kontinen Untuk itu diperlukan harmonisadietentuan pidana terhadap
pelanggaran diandas Kontineryangdisesuaikan dengan peraturan yang
sudah ada seperti Kitab UndangUndang Hukum Pidam Undang
undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidumdang
undangMinyak dan GasjUndangundangRistek; dan Undangundang

Tentara Nasional Indonesia.

PengenaaBarksi

Untuk dapat menerapkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran di
Landas Kontineradabaiknya dikenakan hukuman yang berat serta denda
lebih besar dari kerugiapang ditimbulkan Sebagai negara berdaulat,
pengenaan sanksdak perlumelihat praktek di berbagai negara terhadap
pelanggararmukumdi Landas Kontinen Indonesiaidak harya memiliki
kewenangan untuk menentukan serioiiat ringannya sanksgtapipada
kewajiban pelaku untuk memulihkan lingkungan ydegdampak atau
tercemar akibakegiataneksplorasi dan eksploitasiDalam perumusan
sanksi juga hars mengacu ketentuddNCLOS 1982 berkaitan dengan
pelarggaran yang dilakukan warganegasing. Hal ini dimaksudkan
acar ketentuan yang diterapkan ldidonesia tidla bertentangan dengan

hukuminternasional.
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BAB VI
PENUTUP

Simpulan

Eksploitasi sumber daya alam diandas Kontinen pada umumnya
berkaitan dengarpertambangamminyak dan gas bumi. Hal ini diperlkuat
dengan kenyataan bahwa pertambangan migas yang dilaksanakan di daratan
selama lebih dari lima puluh tahunan telah memasuki tahap kejefoNen
maturg. Oleh kaena itubanyak pihak yang melihatasaraut sebagai lahan
yangmempunyai potensnigasyang besar untuk masaasa dekat mendatang.
Pada masa depan kegiatan eksplorasi dan eksploitaandas Kontinerakan
lebih memberikan harapanontuk menjadi alterative unggulan dalam rangka
meningkatkan total produksmigas Indonesia, yang selama empat tahun
belakangan ini menunjukkan kecenderungpenururan Padasaat initelah
tersedia teknologi pemboran diisarlaut dalam(deep sea drilling technology)

yang dapat bekerja pada kedalaman lebih dari 16G86rm

Dari uraian pada bagidmagian terdahulu dari Penyusunan Naskah

Akademik ini dapat disimpulkan kakl sebagai berikut:

1. KewenangarRepublik Indonesiataslandaskontinen méputi pelaksanaan
hakhak berdaulat yang meliputi :
a. Hak elsKusif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di landas
kontinen, khususnypemanfaatarsumbersumberkekayaan alam hayati
dan nonrhayati, dari permukaaresarlaut dan tanah dibawahnya,;

b. Hak eksklusif meliputi pemdaatan organisme jenis sedenfggdentary

species.
2. Permasalahan yang dihadapi dalaksplorasi dan eksploitasumbersumber
kekayaan alam dandaskontinen Indonesieantara lain, sebagai berikut:

a. Mengogimalkan kegiatan eksplorasi daeksploitasi migas di landas
kontinen yurisdiksi nasional Optimalisasi eksplorasi daneksploitasi
migas di landas kontinenyurisdiksi nasional dimaksudkan agar dapat
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menemukan cadangarcadangan barudan sekaligus meningkatkan
produksi migas Dengan demikiandiharapkan dapatmengyantikan
produksi dari daratafonshore)yang secara umum sedahgrada pada
kurva menurunDalam hal ini gran penelitian kelautan sanganing
dalam rangka untukmemperoleh datalmiah kelautan baik untuk
kepentingan eksplorasi da eksploitasi maupun untuk kepentingan
pengajuan klaim landas kontinen ekstensi.

Apabila dilihat darisisi peraturan perundanmdangamasional tampak
permasalahan yangukup besar, terutama belum adanya undardang
yang mengatur landas kontinen sedaraprehensif

Apabila dilihat dari sisi upaya nasionaituk meluaskan yurisdiksi atas
landas kontinen diluar 200 mil adalah kurangnya data hasil penelitian
dasar laut di sekeliling kepulauan Indonesia. Ketersediaan data mengenai
kondisi dasar laut di luar 200 mil dari garis pangkal kepulauan
memungkinkan Indnesia untuk mengajukan klaim pengakuandas
kontinen di luar yurisdiksi 200 mil laut sesuai dengan UNCLOS Tahun
1982.

Sampai dengan saat ini CLCS sudah mengakui adanya LKE di sebelah
barat Aceh, ka-kira seluas Pulau MaduraNamun Indonesia masih
haris menunjukkan bukdbukti lanjutan kepada CLCS untuk
menunjukkan adanya LKE untuk daewdderah lainnya di sekitar

kepulauan.

3. Bukti-bukti ilmiah yang seharusnya disiapkan untuk mendukung argumen

Republik Indonesia dalam pengajuan usulan pengakuan atieskontinen

lebih dari 200 mil lauadalah sebagai berikut:

a.

Berbagai hasil penelitiariimiah kelautan mutakhir, terutama untuk
wilayah di sebelah barat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, selatan
kepulauan Nusa Tenggara dabelatutara Pulau Papua.

Hasil dari penelitian tersebut harus disampaikan ke CLCS untuk

memperoleh pengakuan internasional.
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4. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang dasarijustifikasi perlunya
dilakukan perubahan/penggantiamdangundang Nomor 1 Tahun 1973
tentang Lands Kontinerindonesia adalah sebagai berikut:

a. Landasan filosofis tentang perlunya penggantian undadgng landas
kontinenadalahsebagai negara kepulauan dan sekaligus negara, Indonesia
mempunyai hak dan kewajiban untuk memanfaatkan, potensi lautnka, bai
di wilayah teritorial maupun yurisdiksinya.

b. Landasanyuridis perlunya penggantian ndangundangNomor 1 Tahun
1973tentang Landas Kontineadalahadanya perbedadatacargpenentuan
batas terluar landas kontinen suatu negara pantai yang terdapat dalam
undangundangtersebut dengan UNCLOS 1982.Secara yuridis masih
banyak ketentuan dalamndangundangNomor 1 Tahun 1973 yang tidak
sesuai dengan UNCLOS 1982, padahal apabila dibuat peraturakaya
menguntungkan Indonesia dalameningkatkanbargaining pogion di
dunia internasinal.

c. Landasan sosiologisadalah hasil penelitian kelautan yang dilakukan
menunjukkan bahwa Indonesia dapat mengajukan usulan memperluas

klaim yurisdiksilandaskontinennya

5. Ketentuandalam UndangundangNomor 1 Tahun 1973 yang perlu diubah
dan disesuaikan dengan ketentuan tentandaskontinen menurut UNCLOS
1982adalah sebagai berikut:

a. Pengaturan landas kontinen yang didasarkan pada Unodalagg
Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesig yaasih
berlaku sampai saat ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan
hukum laut internasional karena menggunakan acuan yang sama sekali
berbeda. Oleh karena itu Undamgdang Nomor 1 Tahun 1973 perlu
direvisi atau diganti dengan undangdang wng baru.

b. Ketentuan dari ddangundangNomor 1 Tahun 1973 yang perlu diubah
dan disesuaikan dengan ketentuan tenthmglas kontinen menurut
UNCLOS 1982, terutma yang berkaitan dengan metode penentuan batas

terluar landas kontinen, tatacara eksplorasi dan eksploitasi agar efektif
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dan efisien, pengawasan kegiatan di Landas Kontinen dan sanksi terhadap

pelaku pelanggaran.

6. Dampakperubahan/penggantianndangundangLandas Kontinen terhadap
ketentuarhukumnasionakerkaitmeliputi:

a. Perlunya dukungan pembiayaan dan sumber daya bagi kegiatan penelitian
kelautan untuk mendukung bukti ilmiah bagi Landas Kontinen Ekstensi
Indonesia,

b. Kesiapan sumber daya dalam pemanfaatan dan pengawasan kegiatan di
landas kontinen,

c. Perlunya penyusunan tatacara pemberiam eésplorasi dan eksploitasi

yang efektif dan efisien

7. Pengaturan landas kontinen di negaemara lainyang dapat dijadikan
sebagai bahan pertimbangareliputi Amerika Serikat, Philipina, dan Fiji
Perbandingan pengaturan imnenunjukkan perbedaan yang disesuaikan

dengan kepentingan nasional masingsing negara.

8. Sasaran, arandan jangkauan serta ruanggkup pengaturasebagai materi
muatan darRUU Landas Kontineindonesia meliput hdtal sebagai berikut:

a. Pengaturan mengenai Landas Kontinen Indonesia dengan mengacu pada
Undangundang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS
1982 belum dapat digdikan landasan hukum bagi eksplorasi dan
eksploitasi landas kontinen Indonesia. Pemikiran demikian didasarkan
pada kenyataan bahwa Undamgdang tersebut hanya memuat ketentuan
tentang landas kontinen masih secara umum, artinya masih didasarkan
pada hasikompromi antara para delegasi ketika merumuskan UNCLOS
1982. Dengan kata lain belum ada peraturan yang didasarkan pada
keadaan senyatanya mengenai landas kontinen yang sebenarnya dapat
diklaim oleh Indonesia. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang
undangan di Indonesia yang secara terperinci mengatur tentang Landas
Kontinen Indonesia. Oleh karena itulah Indonesia tidak mempunyai dasar
hukum yang kuat untuk mengatur landas kontinen yang dapat dikuasainya
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secara sah. Oleh karena itu pula diperlukamdangundang yang
mengatur secara khusus, seraya membuka kemungkinan untuk
menerapkan Pasal 76 UNCLOS 1982 secara maksimal. Artinya mampu
mengakomodasikan kemungkinan untuk menerapkan peraturan landas
kontinen sampai sejauh 350 mil diukur dari garis pahdepulaun
Indonesia.

b. Sasaran penyusunan naskah akademik adalah tersusunnya Naskah
Akademik RUU tentang Landas Kontinen cukup komprehensif yang
mampu menjangkau pengaturan mengenai Landas Kontinen Indonesia,

baik didalam maupun diluar 200 mil laeixgnded continental shilf

B. Saran

1. Koordinasi dan kerjasamnantara pihak terkait dengan para penyusun
NaskahAkademikdan RancanganJndangUndangdergan haruslebih
diintensifkan Demi tercapainya tujuan nasional untuk memperoleh
pengakuan internasional atésindas Kontinenekstensj setiap pihak
sebagai pemangku kepentingaarus meninggalkakepentingansendiri

(egosektora).

2. Hasil penyusunan naskah akadermarus segerditindak lanjuti dengan
penyusunan RUuya karena kebutuhan yang cukup mendesak
mengingat kegiatan dLandas Kontinenterus bertambah sementara
undangundang yang mengaturnya masih belum memaé&a&nyusunan
RPPtentang tatacara penentuan batasdas KatinenEktensiperlu pula
diprioritaskan agar eksistengirisdiksi Indonesia diluar 200 mil segera

dapat divujudkan

Jakarta, 31 Oktober 2012
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Balitbang KP :

BTSK
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